PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN 

DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN BAGI HASIL MUDHARABAH  

MENURUT UU No. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN  

UU No. 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN  

DI BANK MUAMALAT SURAKARTA by Swastika, Anugerah Putri Astri
 43 
 
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN 
DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN BAGI HASIL MUDHARABAH  
MENURUT UU No. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN  
UU No. 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN  




( SKRIPSI ) 
Disusun dan Diajukan Guna Melengkapi Syarat-Syarat Memperoleh Gelar 
Sarjana dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum 
 Universitas Sebelas Maret Surakarta 
Oleh : 














Penulisan Hukum ( Skripsi ) 
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN 
DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN BAGI HASIL MUDHARABAH  
MENURUT UU No. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN  
UU No. 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN  
DI BANK MUAMALAT SURAKARTA 
 
 
Disusun oleh : 









MOHAMMAD ADNAN, S.H.,M.Hum. 







Penulisan Hukum ( Skripsi ) 
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN 
DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN BAGI HASIL MUDHARABAH  
MENURUT UU No. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN  
UU No. 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN  
DI BANK MUAMALAT SURAKARTA 
 
Disusun oleh : 
ANUGERAH PUTRI ASTRI SWASTIKA 
NIM E.0004093 
 
Telah diterima dan di sahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum ( Skripsi ) 
Fakultas Hukum Universitas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 
Pada : 
Hari   :     
Tanggal  :    
   
 TIM PENGUJI  
1.      :      
2.      :      




       Mohammad Jamin, S.H., M.Hum. 







BeiNg indePenDenT woMan meaNs that don’t Let anyone to tell You wHat To Do.., yOuR 
Life is yOuR’s.., 
 
 
Being beautiful giRl MeaNs thaT yOu can Do anything aNd evErythiNg with naTuraL…, 
dOn’t tRy to be another One 
 
 
waNita baGaiKan seBuaH kaca…, apabiLa tErgOres aKan tampaK mesKipuN hanya 









































I dedicate it to : 
untuK ayah & buNda yang seLaLu menDoa dan membimbiNg peNulis, 
 serta unTuK kasiH-saYangnya, adhiK’Ku yang mendukungku dan 
pendaMpiNg hiDupKu keLak.., 









ANUGERAH PUTRI ASTRI SWASTIKA, E0004093, 2008. PENERAPAN 
PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN BAGI 
HASIL MUDHARABAH  MENURUT UU No. 10 TAHUN 1998 TENTANG 
PERUBAHAN  UU No. 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN  DI 
BANK MUAMALAT SURAKARTA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
 
Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai 
pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan bagi hasil mudharabah di 
Bank Muamalat cabang Surakarta dan mengetahui bagaimana penyelesaian 
wanprestasi dari pihak debitur dalam perjanjian pembiayaan bagi hasil 
mudharabah di Bank Muamalat cabang Surakarta. 
 Penelitian ini termasuk jenis penelitian empirik yang bersifat deskriptif. 
Data penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer merupakan 
data utama dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai 
pendukung dari data primer. Tekhnik pengumpulan data yang dilakukan dalam 
penelitian ini adalah dengan studi lapangan dan juga studi kepustakaan. Analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data lualitatif dengan 
model interaktif. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank 
Muamalat cabang Surakarta. 
 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis dapat 
menyimpulkan bahwa Bank Muamalat cabang Surakarta telah melaksanakan 
Prinsip Kehati-Hatian yang ditetapkan dalam UU No. 10 Tahun 1998 Tentang 
Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dalam melakukan salah satu 
kegiatan usahanya yang berbentuk pembiayaan bagi hasil mudharabah. Hal ini 
diketahui dengan melihat adanya kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam 
proses  pembiayaan bagi hasil mudharabah di Bank Muamalat cabang Surakarta 
yang bertujuan untuk mengetahui kesanggupan nasabah dalam pembayaran 
pembiayaan dan kebijakan dalam penilaian jaminan. Bank Muamalat cabang 
Surakarta sangat berhati-hati dalam menyeleksi permohonan pembiayaan bagi 
hasil mudharabah baik ketika proses pengajuan permohonan pembiayaan bagi 
hasil mudharabah sampai pelaksanaan pembiayaan bagi hasil mudharabah yaitu 
dengan adanya pengawasan pelaksanaan usaha pembiayaan. Dalam penyelesaian 
wanprestasi nasabah, Bank Muamalat melakukan pendekatan secara lisan yang 
kemudian dilanjutkan dengan Surat Peringatan dan terakhir adalah sita jaminan. 
 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan evaluasi 
bagi Bank Muamalat cabang Surakarta dan Pemerintah dalam hal pelaksanaan 
Prinsip kehati-Hatian oleh bank dalam melakukan kegiatan usahanya yang berupa 
pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sehingga akan 
diperoleh hasil yang maksimal dan mengurangi timbulnya wanprestasi dalam 
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A. Latar Belakang Masalah 
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya 
kembali ke masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman atau 
kredit  atau bentuk – bentuk lainnya yang termasuk dalam produk jasa 
suatu bank. Di Indonesia bank yang muncul pertama kali adalah jenis bank 
konvensional, yaitu bank yang dalam kegiatan usahanya menggunakan 
sistem bunga. Selain bank jenis konvensional pada Tahun 1992 di 
Indonesia dikenalkan pertama kali dengan bank yang operasional 
kegiatannya berdasarkan prinsip syariah Islam. 
 
Bank berdasarkan prinsip syariah, atau bank syariah atau dapat 
pula di sebut dengan bank Islam, seperti halnya dengan bank konvensional 
juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi ( intermediary institution ), 
yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana – 
dana tersebut ke masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk 
pembiayaan ( Sutan Remy Sjahdeini, 1999; 1). Berbeda dengan bank  
konvensional yang mana menggunakan sistem bunga dalam melakukan 
kegiatan usahanya, dalam bank syariah atau bank berdasarkan prinsip 
syariah dimana dalam kegiatan usahanya tidak menggunakan sistem bunga 
akan tetapi dengan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian atau biasa 
di sebut dengan prinsip bagi hasil.  
 
Jasa pembiayaan yang di berikan oleh bank syariah atau bank 
Islam adalah dapat disamakan dengan istilah yang dinamakan kredit di 
bank konvensional, sehingga aturan–aturan umum mengenai pembiayaan 




memberlakukan ketentuan yang ada dalam pemberian kredit pada bank 
konvensional selama ketentuan–ketentuan tersebut tidak bertentangan 
dengan hukum Islam.  
  
Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip 
syariah, bank konvensional atau bank syariah harus berhati–hati dalam 
pemilihan calon nasabah yang mengajukan permohonan untuk kredit atau 
pembiayaan berdasarkan prinsip syariahagar tidak terjadi adanya 
wanprestasi oleh debitur atau nasabah. Penyebab dari adanya kemacetan    
( wanprestasi ) dalam kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah 
ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh nasabah saja, akan tetapi juga 
terdapat faktor yang berasal dari pihak bank itu sendiri. Faktor yang 
berasal dari bank yang menyebabkan kemacetan dalam pemberian kredit 
atau pembiayaan berdasrkan prinsip syariah adalah kurangnya ketelitian 
pihak bank dalam menerapkan prinsip- prinsip yang harus dilaksanakan 
oleh bank pada saat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan 
prinsip syariah. 
 
Salah satu prinsip yang harus dilaksanakan bank dalam 
pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ini adalah 
prinsip tentang kewajiban bank untuk berhati-hati dalam pemilihan calon 
nasabah yang mengajukan permohonan kredit atau pembiayaan 
berdasarkan prinsip syariah,atau biasa dikenal dengan istilah prinsip 
kehati–hatian atau Prudent Banking Principle. Ketentuan–ketentuan 
mengenai prinsip kehati–hatian terdapat  dalam tata perundang–undangan 
perbankan di Indonesia yaitu  pada Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan yang kemudian pada Tahun 1998 di bentuk UU No. 10 Tahun 
1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam 
UU No. 10 Tahun 1998 ketentuan mengenai prinsip kehati–terdapat pada 





Salah satu bank syariah di Indonesia dan juga yang merupakan 
bank pertama yang menjadi pelopor bank syariah di Indonesia yaitu Bank 
Muamalat, dalam melakukan kegiatan usahanya yang berbentuk 
penyaluran dana pembiayaan bagi hasil mudharabah juga harus 
menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memilih calon nasabah yang 
mengajukan permohonan pembiayaan bagi hasil mudharabah tersebut. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas , penulis ingin mengetahui bagaimana 
bank Muamalat sebagai bank syariah menerapkan prinsip kehati–hatian 
dalam melakukan kegiatan usahanya yang berbentuk pembiayaan bagi 
hasil mudharabah, sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 
dalam rangka penulisan hukum ( skripsi ) dengan judul “ PENERAPAN 
PRINSIP KEHATI–HATIAN DALAM PEMBERIAN 
PEMBIAYAAN BAGI HASIL MUDHARABAH  MENURUT UU No. 
10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN UU No. 7 TAHUN 1992 
TENTANG PERBANKAN DI BANK MUAMALAT SURAKARTA”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Perumusan masalah merupakan satu hal yang penting dalam suatu 
penelitian, hal tersebut di karenakan dengan adanya suatu perumusan 
masalah penulis dapat mengetahui dan mengidentifikasi masalah yang 
akan di teliti dengan seksama dan jelas. Selain hal tersebut diatas, dengan 
adanya rumusan masalah di tujukan agar dapat membantu penulis  
membuat suatu pembahasan yang terarah dan jelas dengan memberikan 
batasan dari masalah yang diteliti sehingga penulis dapat mengadakan 
penelitian secara cermat dan tepat baik dalam pembahasan maupun dalam 
pemahamannya.  
 
Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis membuat rumusan 
masalah  yang  berhubungan   dengan  penelitian  yang dilakukan sebagai 
berikut : 
1. Bagaimanakah upaya penerapan prinsip kehati – hatian dalam 




10 Tahun 1998 tentang perubahan UU no. 7 Tahun 1992 tentang 
perbankan di Bank Muamalat Surakarta ? 
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Bank Muamalat Surakarta 
apabila terjadi wanprestasi dari pihak debitur terhadap perjanjian 
pembiayaan bagi hasil  mudharabah yang telah di sepakati ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Dalam suatu penelitian yang dilakukan harus memiliki tujuan yang 
jelas, hal ini berhubungan dengan sasaran tekhnik yang hendak di capai 
dalam suatu penelitian. Tujuan dari adanya suatu tujuan penelitian adalah 
untuk memberikan solusi dari atas suatu permasalahan yang di hadapi        
( tujuan obyektif) sekaligus memenuhi kebutuhan perseorangan( tujuan 
subyektif). Berdasarkan hal tersebut di atas, tujuan dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui bagaimana upaya penerapan prinsip kehati–
hatian dalam pemberian pembiayaan bagi hasil mudharabah 
berdasarkan UU No. 10 Tahun  1998 tentang perubahan UU no. 7 
Tahun 1992 tentang perbankan di Bank Muamalat Surakarta. 
b. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Bank 
Muamalat Surakarta dalam penyelesaian wanprestasi dari pihak 
debitur terhadap perjanjian pembiayaan bagi hasil mudharabah 
yang telah di sepakati. 
2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai 
penerapan prinsip kehati–hatian dalam pemberian pembiayaan bagi 
hasil mudharabah berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang 
perubahan UU no. 7 Tahun  1992 tentang perbankan yang 
dilakukan oleh Bank Muamalat Surakarta. 
b. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan 




kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Selain mempunyai suatu tujuan penelitian yang jelas, suatu 
penelitian harus mempunyai manfaat bagi penulis dari suatu penelitian 
yang di lakukan. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Memberikan  sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu 
hukum pada umumnya, khususnya mengenai penerapan prinsip 
kehati–hatian dalam pemberian pembiayaan bagi hasil mudharabah 
berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU no. 
Tahun  1992 tentang perbankan. 
b. Memberikan gambaran secara jelas mengenai penerapan prinsip 
kehati–hatian dalam pemberian pembiayaan bagi hasil mudharabah 
berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU no. 7 
Tahun 1992 tentang perbankan di Bank Muamalat Surakarta. 
2. Manfaat Praktis 
a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti penulis 
yaitu penerapan prinsip kehati–hatian dalam pemberian 
pembiayaan bagi hasil mudharabah prinsip kehati–hatian dalam 
pemberian pembiayaan bagi hasil berdasarkan UU No. 10 Tahun  
1998 tentang perubahan UU  No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan 
di Bank Muamalat Surakarta. 
b. Penulis berharap dari penelitian yang di lakukan dapat 
memberikan manfaat serta masukan terhadap Bank Muamalat 
dalam penerapan prisip kehati–hatian dalam pemberian 
pembiayaan bagi hasil mudharabah berdasarkan prinsip kehati–
hatian dalam pemberian pembiayaan bagi hasil berdasarkan UU 








E. Metode Penelitian 
Untuk mendapatkan kebenaran yang dapat dipercaya dalam suatu 
penelitian, maka suatu penelitian harus di lakukan dengan metode 
penelitian yang benar dan tepat. Inti dari suatu metodelogi dari suatu 
penelitian hukum adalah menguraikan tentang cara bagaimana suatu 
penelitian hukum harus dilakukan. Metodelogi penelitian adalah unsur 
penting dalam suatu penelitian, hal tersebut dikarenakan metodelogi 
penelitian berperan penting dalam upaya mendapatkan data yang sesuai 
dengan tujuan yang akan di capai dalam suatu penelitian. 
 
Dalam penelitin ini metode yang digunakan penulis adalah sebagai 
berikut : 
1. Jenis Penelitian 
  Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian empiris, yaitu penelitian dimana pada awalnya yang diteliti 
adalah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian 
terhadap data primer di lapangan atau masyarakat ( Soerjono 
Soekanto, 1986 : 3 ) 
 
2. Sifat Penelitian 
  Sifat penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah 
deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan 
tentang keadaan dan gejala–gejala lainnya dengan cara 
mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasi, menganalisa, dan 
menginterprestikannya ( Soerjono Soekanto, 1986 : 10 ). 
 
3. Pendekatan Penelitian 
  Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang di maksudkan untuk 




penelitian, seperti perilaku, tindakan, persepsi, dan lain–lain secara 
holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata–kata dan naratif 
dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 
berbagai metode ilmiah. 
 
4. Jenis Data 
  Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 
adalah : 
a. Data Primer 
  Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari nara sumber 
yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data primer diperoleh 
dari keterangan-keterangan dan penjelasan dari pihak Bank 
Muamalat cabng Surakarta. 
b. Data Sekunder 
  Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung 
dari nara sumber yaitu berasal dari dokumen, bahan pustaka, hasil–
hasil penelitian dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian 
penulis. Data sekunder dari penelitian ini adalah : 
1) Bahan hukum, yaitu terdiri dari UU No. 10 Tahun 1998 
tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, 
UU No. 7 tahun 1992  tentang Perbankan, UU No. 3 Tahun 
2004 tentang Bank Indonesia, dan peraturan lain yang 
berkaitan dengann penerapan prinsip kehati-hatian dan 
pembiayaan syariah. 
2) Bahan pustaka, yang terdiri dari buku–buku tentang Perbankan 
Islam, Pembiayaan bagi hasil dan literatur tentang pembiayaan 
bagi hasil. 
 
5. Sumber Data  
  Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 sumber data, 
yaitu : 




   Yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah 
pihak yang mempunyai kewenangan dalam memberikan 
keterangan secara langsung mengenai hal–hal yang berkaitan 
dengan obyek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi 
sumber data primer adalah Bank Muamalat cabang Surakarta. 
b. Sumber Data Sekunder 
   Data sekunder adalah data–data yang diperoleh melalui 
studi pustaka, baik berupa peraturan perundang–undangan, buku–
buku, hasil–hasil penelitian, dan lainnya yang mendukung sumber 
data primer dan berkaitan dengan obyek penelitian. 
 
6. Tekhnik Pengumpulan Data  
  Yaitu tekhnik pengumpulan data yang dengan cara 
penelitian langsung di lapangan. Tekhnik pengumpulan data ini 
diperlukan yang akurat tentang permasalahan yang diteliti oleh 
penulis. Tekhnik pengumpulan data yang di gunakan oleh penulis 
adalah : 
a. Studi Lapangan 
   Yaitu tekhnik pengumpulan data dengan cara terjun ke 
obyek penelitian untuk mengadakan penelitian secara langsung. 
Studi lapangan ini dapat di contohkan dengan adanya wawancara, 
yaitu tekhnik pengumpulan data dengan cara mengadakan sejumlah 
tanya jawab dengan narasumber guna memperoleh data yang 
berhubungan dengan penelitian baik berupa lisan ataupun tulisan 
serta keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini. Dalam hal 
ini penulis mengadakan wawancara dengan pegawai Bank 
Muamalat cabang Surakarta. 
b. Studi Kepustakaan 
   Yaitu tekhnik pengumpulan data dengan cara mengkaji dan 




peraturan yang yang berkaitan dengan prinsip kehati–hatian dalam 
pemberian pembiayaan bagi hasil. 
 
7. Tekhnik Analisis Data 
  Langkah yang dilakukan setelah memperoleh semua data 
atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian adalah menganalisis 
data tersebut. Analisis data mempunyai peranan yang penting dalam 
mencapai tujuan dari suatu penelitian. Tekhnik analisa data adalah 
suatu uraian tentang cara–cara analisa yaitu kegiatan yang 
mengumpulkan data kemudian diadakan pengeditan terlebih dahulu, 
untuk selanjutnya di manfaatkan sebagai bahan analisa yang sifatnya 
kualitatif. Analisa kualitatif adalah suatu cara penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh 
responden secara tertulis maupun lisan juga perilakunya yang nyata, 
yang diteliti dan dipelajari secara utuh ( Soerjono Soekanto, 1986 : 
250 ). 
 
  Sedangkan model analisis data yang akan dipergunakan 
dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif dengan model interaktif. 
Pengertian model interaktif ini adalah bahwa data yang terkumpul 
atau diperoleh akan di analisa melalui 3 tahap, yaitu : reduksi data, 
penyajian data dan kemudian penarikan kesimpulan. Dalam analisis 
data ini dilakukan pula siklus antara tahap – tahap tersebut, sehingga 
pada akhirnya data yang diperoleh akan berhubungan satu dengan 
yang lainnya secara sistematis. 
 




















Gambar 1.  Interaktif Model Of Analisis 
 
F. Sistematika Skripsi 
Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan sistematika 
penulisan hukum sebagai berikut : 
BAB  I  PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
B. Perumusan Masalah 
C. Tujuan Penelitian 
D. Manfaat Penelitian 
E. Metode Penelitian 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kerangka Teori 
B. Kerangka Pemikiran 
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  Bab ini berisi mengenai hasil penelitian yang di dapat oleh 
penulis dari lapangan dan pembahasannya di kaitkan dengan 
tekhnik analisis data yang telah ditentukan penulis dalam metode 
penelitian. 
Pengumpulan Data 
Reduksi Data Sajian Data 




BAB IV SIMPULAN dan SARAN 
A. Simpulan 
B. Saran  































BAB  II 
TINJAUAN PUSTAKA  
 
 
A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Umum Tentang Undang – Undang No. 10 Tahun 
1998 Tentang Perubahan Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 
Tentang Perbankan. 
 UU No. 10 tahun 1998 merupakan perubahan dari UU No. 
7 Tahun 1992 tentang Perbankan di Indonesia. Dalam UU No. 10 
Tahun 1998 terdapat beberapa ketentuan yang merupakan perubahan 
dari UU No. 7 Tahun  1992 mengenai hal–hal yang berkaitan dengan 
perbankan di Indonesia. Dalam UU No. 10 Tahun 1998 sebagaimana 
telah dijelaskan bahwa terdapat perubahan–peruabahan ketentuan 
yang terdapat pada UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan di 
Indonesia dan juga secara khususnya telah terjadi perubahan yang 
mendasar mengenai perubahan ketentuan yang berhubungan dengan 
perbankan syariah. 
 
 Dimana dalam UU No. 7 tahun 1992 bank syariah 
diperkenalkan dengan istilah bank Islam atau bank dengan prinsip 
bagi hasil.  Dalam UU No. 10 Tahun 1992 penyebutan bank Islam 
berdasarkan prinsip bagi hasil  tersebut di ubah menjadi bank 
berdasarkan prinsip syariah. Dalam UU No. 10 Tahun 1992, pada 
dijelaskan mengenai prinsip syariah, yaitu pada Pasal 1 ayat 13,  
yaitu : 
 
 “Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum 
islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau 
pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan 
sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi 




( musyarakah ), prinsip jual–beli barang dengan memperoleh 
keuntungan ( atau pembiayaan barang modal berdaasrkan prinsip sewa 
murni tanpa pilihan ( ijarah ), atau dengan adanya pilihan pemindahan 
kepemilikan atas barang yang yang disewa dari pihak bank oleh pihak 
lain ( ijarah wa iqtina )” 
 
  Dalam UU No. 10 tahun 1998, selain dari perubahan istilah 
dari bank islam menjadi bank berdasarkan prinsip syariah dijelaskan 
pula mengenai ketentuan bahwa bank konvensional dapat melakukan 
kegiatan berdasarkan prinsip syariah, yaitu sesuai dengan Pasal 1 ayat 
( 3 ), yaitu : 
 
 “ Bank umum adalah bank yang dapat melaksanakan kegiatan 
usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang 
dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. 
 
 Sehingga berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa 
dengan diubahnya ketentuan dalam UU No. 7 tahun 1992 dalam UU 
No. 10 Tahun 1998 memberikan jalan atau peluang yang besar untuk 
perkembangan perbankan syariah di Indonesia. 
 
2. Tinjauan Umum Tentang Bank Syariah 
a. Pengertian Bank Syariah 
Pengertian bank syariah atau bank Islam menurut Totok 
Budisantoso dan  Sigit Triandaru adalah bank yang beroperasi 
sesuai dengan prinsip syariah, berdasarkan Al-Quran dan Hadis. 
Prinsip beroperasi bank syariah yang berdasarkan al–qur’an dan 
hadis maksudnya adalah seluruh kegiatan operasional bank 
syariah harus memperhatikan perintah dan larangan yang di atur 
dalam Al–Quran dan Hadis . 
 
Larangan yang berkaitan dengan operasional bank 
syariah adalah seluruh kegiatan bank yang dapat diklasifikasikan 




konvensional adalah terletak pada sistem pemberian imbalan atas 
jasa yang diberikan oleh bank. Dalam menjalankan kegiatan 
operasionalnya, bank berdasarkan prinsip syariah tidak 
menggunakan sistem bunga yang digunakan pada bank 
konvensional dalam menentukan imbalan atas dana yang 
digunakan atau yang dititipkan oleh suatu pihak, akan tetapi 
dikenal dengan sistem bagi hasil. 
 
Hal tersebut diatas dikarenakan dalam bank syariah 
yang prinsip operasionalnya berdasarkan Al-Quran dan Hadis 
yang dinamakan dengan bunga termasuk riba dan diharamkan 
menurut syariat Islam. 
 
b. Dasar Hukum Bank Syariah 
Bank syariah di Indonesia mempunyai dasar–dasar 
hukum yang berupa peraturan perundang–undangan mengenai 
perbankan syariah. Peraturan–peraturan perundang–undangan 
mengenai perbankan syariah yaitu : 
1) Undang–Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU 
No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 
2) Undang–Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Sentral. 
Undang – undang ini member peluang bagi Bank Indonesia 
untuk menerapkan kebijakan–kebijakan moneter berdasarkan 
prinsip–prinsip syariah. 
3) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/33/ 
KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum dan 
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR 
tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan 
Prinsip Syariah. Kedua peraturan perundang–undangan ini 




pengaturan tata cara pendirian, kepemilikan,kepengurusan 
dan kegiatan usaha bank. 
4) Peraturan Bank Indonesia No. 2/7/PBI/2000 tanggal 23 
Pebruari 2000 tentang Giro Wajib Minimum Peraturan Bank 
Indonesia No. 2/4/PBI/2000 tanggal 11 Februari tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 1/3/PBI/1999 
Tanggal 13 Agustus 1999 tentang Penyelenggaraan Kliring 
Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar 
Bank Atas Hasil Kliring Lokal, Peraturan Bank Indonesia 
No.2/8/PBI/2000 tangal 23 februari 2000 tentang Pasar Uang 
Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, dan Peraturan Bank 
Indonesia No. 2/9/PBI/2000 tanggal 23 februari 2000 tentang 
Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia. Peraturan perundang-
undanmgan tersebut mengatur tentang likuiditas dan 
instrument moneter yang sesuai dengan prinsip syariah. 
5) Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank For 
Internatinal Settlement ( BIS) yang berkedudukan di Basel, 
Swiss yang dijadikan acuan oleh perbankan Indonesia untuk 
mengatur pelaksanaan prinsip kehati-hatian (Prudential 
Banking Regulation). 
6) Peraturan lainnya yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan 
lembaga lain sebagai pendukung operasi bank Syariah yang 
meliputi ketentuan berkaitan dengan pelaksanaan tugas bank 
sentral, ketentuan standar akuntansi dan audit, ketentuan 
peraturan perselisihan perdata antar bank dengan nasabah       
( arbitrase muamalah ), standardisasi fatwa produk bank 
syariah, dan peraturan pendukung lainnya ( Edi Wibowo dan 








c. Tujuan Bank Syariah 
Bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas 
dibandingkan dengan bank konvensional, berkaitan dengan 
keberadaannya sebagai institusi komersial dan kewajiban moral 
yang disandangnya. Selain bertujuan meraih keuntungan 
sebagaimana layaknya bank konvensional pada umumnya, bank 
syariah juga bertujuan sebagi berikut : 
1) Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai 
sarana meningkatkan kualitas kehidupan social ekonomi 
masyarakat. Pengumpulan modal dari masyarakat dan 
pemanfaatannya kepada masyarakat diharapkan dapat 
mengurangi kesenjangan sosial guna tercipa peningkatan 
pembangunan nasional yang semakin mantap. Metode bagi 
hasil akan membantu orang yang lemah permodalannya 
untuk bergabung dengang bank syariah untuk 
mengembangkan usahanya. Metode bagi hasil ini akan 
memunculkan usaha-usaha baru dan pengembangan usaha 
yang telah ada sehingga dapat mengurangi pengangguran. 
2) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses 
pembangunan karena keengganan tentang sebagian 
masyarakat untuk berhubungan dengan bank yang 
disebabkan oleh sikap menghindari bunga telah terjawab oleh 
bank syariah. Metode perbankan yang efisian dan adil akan 
menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan.  
3) Membentuk masyarakat agar berpikir secara ekonomis 
dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas 
hidupnya. 
4) Berusaha bahwa metode bagi hasil pada bank syariah 
dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang melebihi bank-
bank dengan metode lain (Edi Wibowo dan Untung Hendi 





d. Perbandingan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah. 
1) Persamaan 
 Persamaan antara bank syariah dengan bank 
konvensional terletak pada salah satu tujuannya dalam mencari 
keuntungan dan pelayanan masyarakat dalam lalu lintas uang. 
Persamaan lainnya adalah dalam persaingan antar bank. Tanpa 
memandang bank syariah atau bank konvensional, masyarakat 
cenderung memilih bank yang paling baik, pada akhirnya, 
bank yang terbaik dalam memberikan pelayanan yang akan 
memenangkan persaingan. Apalagi kalau melihat kondisi pasar 
perbankan di Indonesia. 
 
  Perbandingan produk produk kedua bank tersebut 
dapat digambarkan sebagai berikut : 
  Tabel 1  
Komparasi Istilah-Istilah dalam Operasional antara Bank 
Konvensional dan Bank Syariah 
 





1. Giro Wadi’ah yad dhamanah 
2. Tabungan Wadi’ah yad dhamanah 
dan mudharabah 
3. Deposito  Mudharabah  




















2. Penyertaan  Musyarakah 
3. Sewa Beli Ijarah muntahiya bittamlik ( Ijarah wa 




(trustee financial contract) 
2) Musyarakah           













Ijazah muntahiya bittamlik 
8. Pembiayaan 
Ekspor 
Mudharabah (Trust financing), 
musyarakah (Partnership financing), dan 
murabahah ( markup) 
9. Anjak Piutang Hiwalah  
10. Letter of 
Credit (L/C) 
Wakalah  
11. Garansi Bank Kafalah  











Mudharabah, qardh, bai’ al dayn 
15. Safe Deposit 
box 
Wadi’ah amanah 
16. Jual Beli 
Valas 
Sharf  
17. Gadai Rahn  
   Sumber: Edi Wibowo & Untung Hendi Widodo,2005:47-48 
 
2) Perbedaan 
  Menurut Edi Wibowo dan Untung Hendi Widodo 
perbedaan secara umum antara bank konvensional dengan 
bank syariah  adalah sebagai berikut : 
 
No. Bank Konvensional Bank syariah 




2. Profit Oriented Profit & falah oriented 





4. Creator of money 
supply 
Users of real fund 
5. Tidak membedakan 
investasi yang halal 
dan haram 
Investasi hanya pada 
bidang usaha yang halal 






dengan dewan pengawas 
syariah. 
  
e. Produk dan Jasa Bank Syariah 
 Dalam perbankan syariah produk dan jasa yang 
diberikan dapat dikelompokkan ke dalam 3 bagian besar yaitu 
( Adiwarman Karim, 2003 : 87 ) : 
1) Produk Penyaluran Dana ( financing ) 
 Produk penyaluran dana yang terdapat pada bank 
syariah  berdasarkan penggunaannya di kategorikan ke 
dalam 4 jenis, yaitu : 
a) Pembiayaan dengan prinsip jual–beli 
 Pembiayaan dengan prinsip jual–beli dalam 
bank syariah dilaksanakan sehubungan dengan adanya 
kepindahan kepemilikan barang atau benda (  transfer 
of property ). Tingkat keuntungan yang diperoleh oleh 
bank syariah ditentukan di depan dan menjadi bagian 
harga atas barang yang dijual. 
 
Berdasarkan pada bentuk pembayaran dan 
waktu penyerahannya, pembiayaan dengan prinsip 
jual–beli dalam bank syariah di bedakan ke dalam 
beberapa bentuk, yaitu :  
1. Pembiayaan murabahah 
Murabahah adalah akad jual–beli barang 
dengan menyatakan harga perolehan dan 
kentungan    (  margin ) yang disepakati oleh 
penjual dan pembeli. Dalam murabahah kedua 
belah pihak dalam transaksi ini yaitu penjual dan 
pembeli harus menyepakati mengenai harga jual 




Dasar hukum murabahah yaitu : 
 
a. Al-Quran 
Q.S Al–Baqoroh : 275 
b. Hadis 
“ dari Abu Sa’id al Khudri bahwa Rosulullah 
SAW bersabda : sesungguhnya jual–beli itu 
harus dilakukan suka sama suka” ( HR. al–
Baihaqi dan Ibnu Majah ) 
 
Dalam perbankan, murabahah selalu 
dilakukan dengan cara pembayaran cicilan ( bi 
tsaman ajil, atau  muajjal ), sedangkan mengenai 
pembayarannya  dilakukan secara tangguh atau 
cicilan.  
 
2. Pembiayaan salam 
Salam adalah transaksi jual–beli di mana 
barang yang diperjual belikan belum ada. Oleh 
karena itu barang diserahkan secara tangguh, 
sedangkan pembayarannya dilakukan tunai.              
( Adiwarman Karim, 2003 : 85 ) 
Dasar hukum salam yaitu : 
a. Al-Quran 
Q.S Al–Baqoroh : 282 dan 275  
b. Hadis  
“  Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum 
muslimin kecuali perdamaian yang 
mengharamkan yang halal dan menghalalkan 
yang haram: dan kaum muslimin terikat dengan 




mengharamkan yang halal dan menghalalkan 
yang haram”( HR. Tirmizi dan ‘Amr bin ‘ Auf ). 
 
b). Pembiayaan dengan prinsip sewa ( ijarah ) 
   Pembiayaan dengan prinsip sewa meliputi 
dalam perbankan meliputi : 
a. Al - Ijarah ( sewa ) 
Yaitu pembiayaan berupa tabungan dana 
yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu 
barang / jasa dengan kewajiban menyewa barang 
tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai 
kesepakatan. Pada akhir jangka waktu tersebut 
pemilikan barang dihibahkan dari bank ke nasabah. 
Dasar hukum ijarah yaitu : 
a) Al–Quran 
  Q.S. Al – Zukhruf : 32  
b) Hadis   
“ Dari Ibnu Umar, bahwa Rosulullah SAW 
Bersabda : Berikanlah upah pekerja sebelum 
keringatnya kering” ( HR. Ibnu Majah ) 
b. Al – ijarah al  Muntahiyah bit Tamlik ( sewa–beli ) 
  Yaitu akad sewa menyewa barang antara 
barang ( muaajir ) dengan penyewa ( mustajir ) yang 
diikuti janji, bahwa pada saat yang ditentukan 
kepemilikan barang sewaan akan berpindah pada 
mustajir.  
 
  Landasan hukum ijarah al  Muntahiyah bit 
Tamlik yaitu  
a) Al–Quran 







b) Hadis   
 “ Dari Ibnu Umar, bahwa Rosulullah SAW 
Bersabda : Berikanlah upah pekerja sebelum 
keringatnya kering” ( HR. Ibnu Majah ) 
 
c). Pembiayaan dengan prinsip bagi – hasil  
   Produk pembiayaan dengan menggunakan 
prinsip  bagi – hasil dalam bank syariah, yaitu : 
1) Pembiayaan musyarakah 
 Yaitu akad kerja sama usaha patungan antara 
dua pihak atau lebih pemilik modal untuk 
membiayai suatu jenis usaha yang halal dan 
produktif, pendapatan dan keuntungan dibagi 
dengan rasio yang telah disepakati ( Totok 
Budisantoso dan Sigit Triandaru, 2006 : 160 ). 
Dasar hukum Musyarakah adalah  
a. Al–Quran 
 Q.S. Shaad : 24   
b. Hadis 
 “ Allah SWT berfirman : aku adalah pihak 
ketiga dari dua orang yang berserikat selama 
salah satu pihak tidak mengkhianati pihak 
yang lain. Jika salah satu pihak telah 
berkhianat, Aku keluar dari mereka” ( HR.  
Abu Daud dari Abu Hurairah ). 
 
  Musyarakah dalam perbankan syariah 
terdapat beberapa bentuk, yaitu :  




   Yaitu kontrak dua orang atau lebih 
dimana setiap pihak memberikan satu porsi 
dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam 
kerja, yang mana jumlah porsi masing – 
masing pihak baik berupa dana atau kerja 
maupun bagi hasil tidak harus sama antar satu 
dengan yang lainnya.  
( ii ) Syirkah mufawadhah 
   Yaitu kontrak dua orang lebih 
dimana masing–masing pihak mendapatkan 
keuntungan dan menanggung kerugian yang 
jumlahnya, sehingga dalam syirkah ini 
terdapat syarat bahwa jumlah dana yang 
diberikan, kerja, tanggung jawab pihak – pihak 
yang terkait harus sama. 
( iii ) Syirkah A’mal 
   Yaitu kontrak kerjasama dua orang 
yang berprofesi yang sama untuk menerima 
suatu pekerjaan dan membagi keuntungan dari 
pekerjaan tersebut.  
( iv ) Syirkah Wujuh 
   Yaitu kontrak dua orang atau lebih 
yang mempunyai reputasi yang sama, yang 
mana pihak tersebut membeli satu perusahaan 
secara kredit dan kemudian menjual 
perusahaan tersebut secara tunai.  
 
 
2) Pembiayaan mudharabah 
 Yaitu akad kerja sama usaha usaha antara dua pihak 




seluruh dana ( 100 % ) modal, sedangkan pihak lainnya 
menjadi pengelola  ( Muhamad Syafi’i Antonio, 2001: 95). 
Dasar hukum mudharabah yaitu : 
 
a. Al–Quran 
   Q.S. Al–Muzzammil : 20  
b. Hadis  
( i ) Dari Suhaib ra. Bahwa Rosullah SAW bersabda : 
Tiga perkara di dalamnya terdapat keberkatan : 
(1) menjual dengan pembanyaran tangguh (2) 
muqaradhah ( nama lain mudharabah ) 
(3)mencampur gandum dengan tepung untuk 
keperluan rumah dan bukan untuk di jual”   ( HR. 
Ibnu Majah dan Majma ‘Azzawaid ). 
( ii ) “ Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwasannya 
Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana 
kepada mita usahanya secara mudharabah, ia 
mensyaratkan agar dananya tidak dibawa 
mengarungi lautan, menuruni lembah yang 
berbahaya, atau membeli ternak yang berparu–
paru basah. Jikalau menyalahi aturan  maka yang 
bersangkutan bertanggung jawab atas dana 
tersebut. Disampaikan syarat–syarat tersebut 
kepada Rosulullah SAW dan dia pun 
memperkenankannya” ( HR. Ibnu Majah dan 
Majma ‘Azzawaid ). 
 
d ).   Pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap 
Dalam suatu pembiayaan diperlukan adanya 




pembiayaan. Jenis – jenis akad pelengkap dalam bank 
syariah, yaitu : 
1. Hiwalah ( alih hutang–piutang ) 
  Yaitu akad pemindahan piutang nasabah 
(muhil ) kepada bank ( muhal ‘alaih ) dari nasabah 
lain ( muhal ). Muhil meminta muhal ‘alaih untuk 
membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul 
dari jual – beli. Pada saat piutang tersebut jatuh 
tempo, muhal akan membayar kepada muhal ‘alaih. 
muhal ‘alaih akan memperoleh imbalan atas jasa 
pemindahan piutang.  
Dasar hukum hiwalah adalah : 
  “  menunda nunda pembayaran utang yang 
dilakukan oleh orang mampu adalah kedzaliman. 
Maka, jika seseorang diantara kamu dialihkan hak 
penagihan piutangnya ( di hawalahkan ) kepada 
pihak yang mampu, terimalah” ( HR. Bukhori ). 
 
2. Rahn ( Gadai ) 
  Yaitu akad penyerahan barang harta              
( marhun ) dari nasabah ( rahin ) kepada bank           
(  murtahin) sebagai jaminan atas sebagian atau 
seluruh utang. 
 Dasar hukum rahn adalah : 
a. Al–Quran 
        Q.S. Al–Baqoroh 283  
b. Hadist 
“ Dari Aisyah ra. bahwa Rosulullah membeli 
makan dari seorang Yahudi dan menjaminkan 
kepadanya baju besi”( HR. Bukhori ) 
 




  Yaitu akad pinjaman dari bank                      
( muqridh ) kepada pihak tertentu ( muqtaridh )yang 
mana pinjaman tersebut wajib dikembalikan dengan 
jumlah yang sama dengan pinjaman. Muqridh dapat 
meminta jaminan atas pinjaman tersebut pada 
muqtaridh, pinjaman tersebut dapat dikembalikan 
secara tunai maupun angsuran. 
Dasar hukum  qordh adalah : 
a. Al–Quran 
Q.S Al–Baqoroh : 282  
Q.S. Al – Hadid : 11  
b. Hadis  
“ Orang yang melepaskan seorang muslim dari 
kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan 
kesulitannya di hari kiamat; dan Allah 
senantiasa menolong hanba-Nya selama ia             
( suka ) menolong saudaranya”( HR. Muslim ).  
 
4. Wakalah ( Perwakilan ) 
  Yaitu akad pemberian kuasa dari pemberi 
kuasa ( muakkil ) kepada penerima kuasa (  wakil ) 
untuk melaksanakan suatu tugas (  taukil ) atas nama 
pemberi kuasa. 
 Dasar hukum wakalah adalah : 
a. Al–Quran 
Q.S. Al – Kahfi : 19  
Q.S. Yusuf : 55  
b. Hadis  
“  Rosulullah SAW. Mewakilkan kepada Abu 




( Kabul perkawinan nabi dengan ) Maimunah 
ra. ( HR. Malik ). 
 
5. Kafalah ( Garansi Bank ) 
  Yaitu akad pemberian jaminan ( makful 
alaih ) yang diberikan satu pihak kepada pihak lain 
dimana pemberi jaminan ( kafiil ) bertanggungjawab 
atas pembayaran kembali suatu utang yang menjadi 
hak penerima jaminan ( makful ). 
 Dasar hukum kafalah adalah : 
a. Al–Quran 
 Q.S Yusuf : 72  
b. Hadis  
 “ telah dihadapkan kepada Rosulullah SAW 
jenazah seorang laki–laki untuk di sholatkan. 
Rosulullah bertanya “ Apakah ia mempunyai 
utang ?” Sahabat menjawab “Tidak”. Maka 
beliau mensholatkannya. Kemudian di hadapkan 
lagi jenazah lain, Rosulullah pun bertanya          
“ Apakah ia mempunyai utang?”. Sahabat 
menjawab. “Ya”. Rosulullah berkata,                 
“ Shalatkanlah temanmu itu”. ( beliau sendiri 
tidak mau menyolatkannya ). Lalu Abu Qotadah 
berkata, “ Saya menjamin utangnya ya 
Rosulullah”. Maka Rosulullah tersebut 
menyolatkan jenazah tersebut. ( HR. Bukhori ). 
 
2).  Produk Penghimpunan Dana ( Funding ) 
 Penghimpunan dana pada bank syariah biasanya 




menghimpun dana bank syariah menggunakan prinsip 
operasional bank syariah yang berupa : 
a) Prinsip wadi’ah 
  Prinsip wadi’ah yang diterapkan adalah 
wadi’ah ad dhamanah yang diterapkan pada produk 
bank yang berupa rekening giro.  Berbeda dengan 
wadi’ah amanah, yang mana bank tidak boleh 
menggunakan uang simpanan untuk kepentingan 
lain pada wadi’ah ad dhamanah pihak bank 
bertanggung jawab atas keutuhan harta yang 
dititipka dan dapat menggunakan uang untuk 
kepentingan lainnya karena sifat uang yang 
dititipkan bukan amanah. 
Dasar hukum wadiah adalah : 
1) Al–Quran 
  Q.S. Al – Baqoroh : 283  
2) Hadis 
 “ Dari Ibnu Umar berkata, bahwasannya 
Rosulullah SAW telah bersabda, “ Tiada 
kesempurnaan iman bagi setiap orang yang 
tidak beramanah, tiada sholat bagi yang tidak 
bersuci”.( HR. Thabrani ). 
 
b) Prinsip mudharabah 
  Dengan menggunakan prinsip mudharabah 
penyimpan dana atau deposan bertindak sebagai 
shohibul maal ( pemilik modal ) dan bank sebagai 
mudharib ( pengelola ). Dana dari nasabah tersebut 
digunakan oleh bank untuk melakukan murabahah 
atau ijarah atau dapat juga untuk melakukan 




dalam mudharabah bank bertanggung jawab 
sepenuhnya terhadap kerugian yang akan terjadi. 
 
  Berdasarkan wewenang yang diberikan oleh 
pemilik dana ( shohibul maal ) maka prinsip 
mudharabah ini di bagi dalam 2 bentuk , yaitu : 
( i ) mudharabah mutlaqah 
Dalam jenis ini, tidak ada pembatasan 
bagi bank untuk menggunakan sejumlah dan 
yang dihimpun oleh nasabah, sehingga bank 
mempunyai kebebasan penuh untuk 
menyalurkan dana milik nasabah ke bentuk 
usaha apapun yang menguntungkan bank.  
( ii )  mudharabah muqayyadah 
       Yaitu mudharabah yang mana terdapat 
syarat – syarat tertentu di dalamnya. Jenis Ada 
2 bentuk mudharabah muqayyadah, yaitu : 
1. mudharabah muqayyadah on 
Balance Sheet 
 Yaitu merupakan simpanan khusus, 
dimana pemilik dana dapat menetapkan 
syarat–syarat tertentu yang harus ditaati 
oleh bank.  
2. mudharabah muqayyadah off 
Balance Sheet 
  Yaitu merupakan penyaluran dana 
mudharabah langsung kepada pelaksana 
usahanya, dimana bank hanya bertindak 
sebagai perantara untuk mempertemukan 
antara pihak pemilik dana dan dengan pihak 





3). Produk Jasa ( service ) 
  Selain menjalankan fungsinya sebagai 
intermediaries ( penghubung ) antara pihak yang 
membutuhkan dana ( defict unit ) dengan pihak ang 
kelebihan dana ( surplus unit ), bank syariah juga 
melayani berbagai pelayanan jasa kepada nasabah dengan 
mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa–
jasa yang ada di bank syariah adalah : 
 
a) Sharf ( Jual–beli Valuta Asing ) 
 Yaitu jual–beli valuta asing sejalan dengan prinsip 
sharf. Jual–beli mata uang tidak sejenis ini, 
penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang 
sama  ( spot ). Bank mengambil keuntungan dari jual 
beli valuta asing ini.  
b) Ijarah  
 Jenis kegiatan ijarah dalam produk jasa perbankan 
ini adalah berupa penyewaan kotak simpanan ( safe 
deposit box ) dan jasa tata laksana administrasi 
dokumen ( custodian ). Bank mendapatkan 
keuntungan dari hasil sewa ini. 
 
3. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah 
a. Pengertian Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah 
 Bagi hasil atau profit sharing merupakan salah satu 
prinsip operasional dari perbankan syariah. Dalam usaha bank 
syariah khususnya bentuk penyaluran dana ke masyarakat 
dengan prinsip bagi hasil, shohibul maal berhak atas bagi hasil 
dari usaha yang dilakukan oleh bank sesuai dengan pembagian 





 Pembiayaan bagi hasil dalam perbankan syariah 
pada umumnya terdapat 2 jenis, yaitu pembiayaan 
mudharabah dan musyarakah ( Adiwarman Karim, 2003 : 91). 
Berbeda dengan pembiayaan musyarakah yang mana bank 
membiayai hanya sebagian saja dari usaha yang akan 
dijalankan oleh mudhorib, pembiayaan mudhorobah 
memberikan seluruh kebutuhan dana atau modal yang akan 
digunakan oleh mudhorib untuk menjalankan usahanya. Jenis – 
jenis mudharabah dalam pembiayaan, yaitu : 
1) pembiayaan modal kerja, seperti pembiayaan modal kerja 
perdagangan dan jasa. 
2) investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, 
dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang 
khusus dengan syarat – syarat yang telah ditetapkan oleh 
shohibul maal. 
     
b. Rukun Pembiayaan Mudharabah 
   Pembiayaan mudharabah dalam pelaksanaannya terdapat 
rukun–rukun, yaitu ( Adiwarman Karim, 2004 : 194 ) : 
1) Pelaku ( pemilik modal maupun pelaksana usaha ) 
       Dalam mudharabah minimal terdapat 2 orang pelaku. 
Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal ( shohibul 
maal ) dan pihak kedua adalah bertindak sebagai pelaksana 
usaha atau mudhorib. 
2) Obyek  mudharabah ( modal dan kerja )  
      Obyek  ini merupakan konsekuensi logis dari tindakan 
yang dilakukan oleh para pelaku, yaitu dimana pemilik modal 
menyerahkan modalnya sebagai obyek mudharabah, 
sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai 
obyek mudharabah. 




4) Nisbah keuntungan  
       Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima 
oleh pihak dalam mudharabah, mudhorib mendapat imbalan 
atas pekerjaannya dan shohibul maal mendapat imbalan atas 
modal yang telah diberikan. 
  
c. Faktor yang Mempengaruhi Bagi hasil di Bank Syariah 
 Dalam pembiayaan bagi hasil di bank syariah seperti halnya 
jenis usaha atau kegiatan bank lainnya juga di pengaruhi oleh 
beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi bagi hasil di bank 
syariah dikelompokkan ke dalam 2 kategori, yaitu (Mohammad 
Syafi’i Antonio, 2001 : 139-140  ) : 
1)  Factor langsung 
a) Invesment rate, yaitu merupakan prosentase actual dana 
yang di investasikan dari total dana yang terdapat di 
bank. 
b) Jumlah dana yang tersedia untuk di investasikan. 
c) Nisbah ( profit share ratio  ) 
( i ) Ciri pembiayaan bagi hasil adalah nisbah yang 
disetujui dan ditentukan dari awal perjanjian. 
( ii ) Nisbah antar satu bank dengan yang lainnya 
berbeda. 
( iii ) Nisbah satu bank juga dapat berubah dari waktu ke 
waktu, contohnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 
bulan, dan 12 bulan. 
( iv ) Nisbah antar account satu dengan yang lainnya juga 
berbeda – beda tergantung pada besar kecilnya 
dana dan lama jatuh temponya. 
2) Faktor tidak langsung 





( i ) Bank dan nasabah melakukan share dalam 
pendapatan biaya. Pendapatan yang di bagi 
merupakan jumlah pendapatan dikurangi biaya–
biaya. 
( ii ) Jika semua biaya – biaya di tanggung oleh pihak 
bank maka di sebut dengan revenue sharing. 
b) Kebijakan akunting ( prinsip dan metode akuntansi ) 
 Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh 
berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama 
sehubungan dengan pengakuan pendapatan biaya. 
 
d. Batasan–batasan Dalam Pembiayaan Mudharabah. 
  Bank syariah dalam memberikan pembiayaan mudharabah 
kepada nasabah untuk menghindari terjadinya resiko–resiko dapat 
menetapkan batasan–batasan tertentu kepada mudhorib yang 
biasa di sebut dengan incentive-compatible constrains                    
( Adiwarman Karim, 2004 : 202 ). Dalam memberikan batasan–
batasan terhadap pemberian pembiayaan mudharabah, menurut 
Adiwarman Karim terdapat 4 panduan umum, yaitu : 
1) Menetapkan kovenan ( syarat ) agar porsi modal dari pihak 
mudhoribnya lebih besar dan/ atau menggenakan jaminan      
( higher stake in net worth and / or collateral ). 
Dalam prateknya, kovenan ( syarat ) yang dapat 
diterapkan berupa : 
a) Penetapan nilai maksimal rasio hutang terhadap modal.  
 Bila porsi modal mdhorib dalam suatu usaha relative 
tinggi, isensifnya untuk berlaku jujur akan berkurang 
dengan aignifikan, karena ia juga akan menanggung 
kerugian atas tindakan itu. 




 Penggunaan jaminan akan mencegah mudhorib 
melakukan penyelewengan karena jaminan yang sudah 
diberikannya itu menjadi harga dari penyelewengan 
perilakunya ( character risk ). 
c) Penggunaan pihak terjamin.  
 Seringkali bank sebagai pemilik dana tidak mengenal 
dekat karakter calon mudhorib. Mengahadapi situasi ini, 
bank dapat saja meminta agar calon mudhorib 
meyediakan pihak penjamin yang mengenal dekat calon 
mudhorib, dan bersedia menjadi penjamin  atas 
character risk calon mudhorib. 
d) Penggunaan pihak pengambil alih utang. 
 Dalam beberapa kasus, pihak penjamin bersedia 
mengambil alih kewajiban calon mudhorib bila terjadi 
kerugian yang disebabkan oleh character risk calon 
mudhorib. 
 
2) Menetapkan kovenan ( syarat )agar mudhorib melakukan 
bisnis yang resiko operasinya lebih rendah ( lower operating 
risk ). 
Dalam prateknya, kovenan ( syarat ) yang dapat diterapkan 
berupa : 
a) Penetapan rasio maksimal fixed asset terhadap total cost. 
  Hal ini di maksudkan agar dana mudhorobah tidak 
digunakan untuk investasi pada fixed cost yang 
berlebihan. 
b) Penetapan rasio maksimal biaya operasi terhadap 
pendapatan operasi. 
  Hal ini dimaksudkan agar mudhorib menjalankan 




3) Menetapkan kovenan ( syarat ) agar mudhorib melakukan 
bisnis dengan arus kas yang transparan ( lower fraction 
of unobservable cash flow ). 
 Dalam prateknya, kovenan ( syarat ) yang dapat 
diterapkan berupa : 
a) Memonitoring secara acak 
 Monitoring secara acak dimaksudkan untuk 
mengambil sampel ada tidaknya penyimpangan arus 
kas. Cara ini biasanya diterapkan pada : 
( i ) Bisnis yang skala usahanya tidak cukup besar 
untuk dilakukan monitoring secara periodik. 
( ii ) Bisnis yang musiman atau berjangka pendek. 
b) Memonitoring secara periodik 
 Dalam metode ini mudhorib di dorong untuk 
menyiapkan laporan periodik atas bisnis yang di 
biayai oleh dana mudharabah. Cara ini biasanya 
diterapkan pada : 
( i ) Bisnis yang skala usahanya cukup besar untuk 
dilakukan monitoring secara periodik 
( ii ) Bisnis yang continue atau yang berjangka 
panjang. 
c) Laporan keuangan diaudit 
 Cara monitoring yang lebih kompleks adalah 
dengan melibatkan pihak ketiga sebagai auditor. 
 
4)  Menetapkan kovenan ( syarat ) agar mudhorib mealakukan 
bisnis yang biaya terkontrolnya rendah. 
  Dalam prateknya, kovenan ( syarat ) yang dapat 
diterapkan berupa : 




Dalam bisnis yang biaya tidak terduganya 
besar, tentu hal ini akan menjadi sumber perselisihan 
antara pemilik dana dengan mudhorib tentang siapa 
yang akan menanggung biaya – biaya tersebut, 
sehingga untuk menghindari adanya perselisihan 
tersebut, pemilik dana dapat menetapkan kovenan     
( syarat ) berupa : 
( i ) Biaya–biaya yang tidak terduga tersebut 
sepenuhnya menjadi tanggung jawab 
mudhorib. 
( ii ) Seluruh biaya ditanggung oleh mudhorib, atau 
dengan kata lain yang dibagi hasil adalah 
revenue. 
b) Penetapan minimal profit margin 
Pemilik dana dapat menetapkan minimal tigkat 
profit margin dari setiap barang/jasa yang dijual oleh 
mudhorib yang dibiayai oleh pemilik dana. 
 
4. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Kehati–hatian ( Prudent 
Banking Principle ) 
  Prinsip kehati–hatian adalah suatu asas atau prinsip yang 
menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan 
usahanya bank wajib bersikap  hati–hati dalam rangka melindungi 
dana masyarakat yang telah dipercayakan kepada bank  ( Rachmadi 
Usman,2001: 18 ). Dalam rangka untuk mewujudkan penerapan 
prinsip kehati–hatian dalam sebuah  bank, maka bank harus 
melakukan penilaian yang seksama dan hati–hati terhadap calon 
nasabah bank dalam rangka untuk mendapatkan keyakinan atas 
kemampuan dan kesanggupan calon nasabah tersebut untuk 





   
  Peraturan perundang–undangan di Indonesia tentang perbankan 
mengatur pula mengenai ketentuan penerapan prinsip kehati–hatian 
dalam dunia perbankan, yaitu terdapat pada pasal 2 UU No. 7 Tahun 
1992 tentang Perbankan , Pasal 8,10,11, 29 ayat 2, 3 dan 4, UU No. 
10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan. Pertama, pada Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992 yang 
berbunyi sebagai berikut : 
 
“  Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan 
demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati–hatian ” 
 
  Bedasarkan pasal 2 UU No. 7  Tahun 1997 tersebut diatas dapat 
di simpulkan bahwasannya prinsip kehati-hatian wajib di laksanakan 
oleh semua bank yang ada di Indonesia. Kedua, Pasal 8 ayat 1 UU 
No. 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa : 
 
“ Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip 
syariah, bank umum mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang 
mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah 
debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan 
dimaksudkan sesuai dengan yang diperjanjikan”  
 
 Menurut Pasal 8 ayat 1 UU No. 10 Tahun 1998 di atas dapat 
simpulkan bahwasannya bank dalam melakukan usahanya,yaitu 
pemberian kredit atau pembiayaan berdasrkan prinsip syariah harus 
merasa yakin atas itikad baik dan kemampuan calon nasabah dalam 
memenuhi kewajiban yaitu melunasi hutang atau mengembalikan 
pembiayaan sesuai dengan apa yang terdapat dalam perjanjian yang 
dibuat oleh bank dan calon nasabah tersebut. 
 





Bank umum dilarang : 
a. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana 
dimaksudkan dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c 
b. Melakukan usaha perasuransian 
c. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 
 
  Keempat , Pasal 11 UU No. 10 Tahun 1998 menyatakan 
bahwa : 
( 1 )     Perbankan Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas 
maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan 
prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi 
Surat Berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat 
dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok 
peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan – 
perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang 
bersangkutan. 
( 2 )    Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) 
tidak boleh melebihi 30 % ( tiga puluh per seratus ) dari 
modal bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh 
Bank Indonesia. 
( 3 )  Bank  Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas 
maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan 
prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi 
Surat Berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat 
dilakukan bank kepada : 
a) Pemegang saham yang memiliki 10 % ( sepuluh 
perseratus ) atau lebih dari odal yang disetor oleh 
bank. 
b) Anggota dewan komisaris 
c) Anggota direksi 
d) Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c 
e) Pejabat bank lainnya; dan 
f) Perusahaan – perusahaan yang di dalamnya 
terdapat kepentingan dari pihak – pihak 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, 
huruf c, huruf d dan huruf e 
(  4  )    Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 3 ) 
tidak boleh melebihi 10 % ( sepuluh perseratus ) dari 
modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 
oleh BI. 
(  5  ) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan 
prinsip syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum 




syariah sebagaimana di atur dalam ayat ( 1 ), ayat ( 2 ), 
ayat ( 3 ), dan ayat ( 4 ). 
 
  Dalam Pasal 11 UU N0. 10 tahun 1998 di jelaskan 
mengenai ketentuan batas maksimum pemberian kredit atau 
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh bank.  
 
 Kelima, Pasal 29 ayat 2, 3, dan 4 UU No. 10 tahun 1998 
menyatakan bahwa : 
(  2  ) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai 
dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, 
kualitas manajemen, likuiditas rentabilitas, solvabilitas, 
dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan 
wajib melakukan kegiatan uasaha sesuai dengan pinsip 
kehati – hatian. 
(  3  ) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan 
prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, 
bank wajib menmpuh cara – cara yang tidak merugikan 
bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan 
dananya kepada bank. 
(  4  ) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan 
informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko 
kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang 
dilakukan melalui bank. 
 
  Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat 2,3, dan 4 UU 
No. 10 Tahun 1998 di atur bahwa bank harus menjalankan usahanya 
dengan prinsip kehati–hatian, yang mana bank wajib senantiasa 
untuk memelihara tingkat kesehatan bank, kecukupan modal, 
kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas dan aspek 
lain yang berhubungan dengan usaha yang dijalankan oleh bank. 
Ruang lingkup yang tersebut dalam Pasal 29 ayat 2, 3, dan 4 tersebut 
termasuk dalam lingkup pembinaan dan pengawasan bank.  
 
II. Kerangka Pemikiran 
 Bank adalah merupakan suatu badan usaha yang mana 
melakukan kegiatan usaha dalam bentuk penghimpunan dana dari 




menjalankan usaha dalam rangka penyaluran dana ke masyarakat, 
bank harus memperhatikan beberapa prinsip dan ketentuan–ketentuan  
yang ada dalam tata perundang-undangan di Indonesia. Salah satu 
prinsip dalam rangka penyaluran dana ke masyarakat ini adalah 
berupa prinsip kehati–hatian. Prinsip kehati–hatian ini khususnya di 
terapkan dalam rangka pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan 
prinsip syariah oleh bank kepada calon nasabahnya agar nantinya 
tidak terjadi wanprestasi terhadap perjanjian atau kesepakatan yang 
buat oleh bank dan nasabah. Pengaturan tentang prinsip kehati–hatian 
ini di atur dalam ketentuan yang terdapat dalam perundang–undangan 
tentang perbankan di Indonesia, yaitu UU No. 7 Tahun 1992 dan UU 
No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan. 
 
Dalam pelaksanaan prinsip kehati–hatian, bank membuat 
ketentuan- ketentuan mengenai syarat–syarat yang harus dipenuhi 
oleh seorang nasabah pada saat akan mengajukan permohonan kredit 
atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Hal tersebut merupakan 
upaya yang dilakukan oleh bank untuk mencegah munculnya 
wanprestasi oleh pihak nasabah. Setelah pihak bank menyeleksi 
nasabah yang mengajukan permohonan kredit atau pembiayaan 
berdasarkan prinsip, hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya 
wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah di tengah perjanjian yang 
telah disepakati dengan bank tidak terjadi. Untuk mengatasi 
permasalahan tersebut, pihak bank mempunyai kebijakan–kebijakan 
sendiri yang akan diterapkan terhadap nasabah yang melakukan 
wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. 
 
 Bank Muamalat cabang Surakarta sebagai salah satu bank 
syariah yang ada di Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk 
menerapkan prinsip kehati–hatian dalam menjalankan usahanya yang 




bentuk kegiatan usaha bank Muamalat Surakarta yaitu disebut dengan 
pembiayaan bagi hasil berbentuk mudharabah . Pembiayaan bagi hasil 
mudharabah di Bank Muamakat cabang Surakarta juga harus 
menerapakan prinsip kehati–hatian dalam pelaksanaanya. Berdasarkan  
hal tersebut di atas, Bank Muamalat berkewajiban untuk menetapkan 
ketentuan–kertentuan sehubungan dengan pelaksanaan prinsip kehati-
hatian ( prudent banking principle ). Selain kebijakan mengenai 
pelaksanaan prinsip kehati-hatian, Bank Muamalat cabang Surakarta 
juga harus membuat kebijakan sebagai tindakan yang akan diambil 
atau diterapkan kepada nasabah apabila nasabah dalam pembiayaan 
bagi hasil mudharabah tersebut melakukan wanprestasi terhadap 
perjanjian pembiayaan bagi hasil mudharabah yang telah disepakati 
dengan Bank Muamalat cabang Surakarta. 
 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disusun kerangka 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Hasil Penelitian 
1. Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian 
Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah di Bank Muamalat,Tbk 
Cabang Surakarta 
Pembiayaan bagi hasil mudharabah adalah suatu 
kerjasama antar Bank dengan mudhorib ( nasabah ) yang 
mempunyai keahlian atau ketrampilan tertentu untuk mengelola 
suatu usaha tertentu. Yang membedakan jenis pembiayaan bagi 
hasil mudharabah dengan jenis pembiayaan bagi hasil lainnya 
adalah dalam pembiyaan bagi hasil mudharabah jumlah dana 
diberikan 100% oleh bank. Berdasarkan hasil penelitian 
dilapangan yang diperoleh dari hasil wawancara kepada Ibu Eko 
Ely Mayasari yang menjabat sebagai sekretaris di Bank  
Muamalat cabang Surakarta yang kemudian disertai dengan 
dokumen-dokumen yang mendukung penelitian, maka penulis 
akan menguraikan mengenai pelaksanaan salah satu usaha Bank 
Muamalat cabang Surakarta yakni pembiayaan bagi hasil 
mudharabah.  Dengan diuraikannya pelaksanaan pembiayaan 
bagi hasil mudharabah di Bank Muamalat cabang Surakarta, 
penulis bertujuan untuk menganalisa pelaksanaan prinsip kehati-
hatian yang dilakukan oleh Bank Muamalat cabang Surakarta 
dalam pembiayaan bagi hasil mudharabah. 
 
 Berdasarkan hasil wawancara penulis, dijelaskan bahwa 
dalam pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat cabang 
Surakarta terdapat beberapa ketentuan-ketentuan yang dibuat 




Salah satu tujuan dari adanya ketentuan-ketentuan tersebut adalah 
untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian 
permbiayaan bagi hasil mudharabah di Bank Muamalat. Diantara 
ketentuan-ketentuan tersebut adalah mengenai ketentuan calon 
nasabah yang dapat mengajukan permohonan pembiayaan bagi 
hasil mudharabah di Bank Muamalat surakarata. Di Bank 
Muamalat yang dapat mengajukan permohonan atas pembiayaan 
bagi hasil mudharabah adalah pengusaha baik perseorangan 
maupun suatu badan usaha.  
 
Salah satu ketentuan yang ada dalam pembiayaan bagi 
hasil mudharabah berdasarkan dokumen yang diberikan adalah 
ketentuan mengenai persyaratan umum pembiayaan bagi hasil 
mudharabah di Bank Muamalat, adalah : 
a. Pembiayaan Konsumtif ( perorangan ) dengan pengajuan 
minimal Rp. 50 juta  ( plafond ). 
Syarat-syaratnya adalah : 
1) Usia 21-54 tahun ( tidak melebihi usia pensiun ) 
2) Masa kerja minimal dua tahun 
3) Foto kopi KTP suami istri sebanyak dua buah 
4) Foto kopi Kartu Keluarga 
5) Foto Kopi Surat Nikah 
6) Surat Persetujuan suami/istri 
7) Slip gaji asli selama 3 bulan terakhir 
8) Surat Keterangan/rekomendasi dari perusahaan 
9) Foto kopi NPWB ( bagi pengajuan diatas Rp. 100 juta ) 
10) Rekening bank selama 3 bulan terakhir 
11) Foto kopi jaminan ( tanah, bangunan atau kendaraan 
yang dibeli ) 





b. Pembiayaan Koperasi 
Syarat-syaratnya adalah : 
1) Surat Permohonan 
2) Foto kopi NPWB 
3) Foto kopi SIUP  
4) Foto kopi TDP 
5) AD/ART Koperasi dan perubahannya 
6) Surat pengesahan dari Departemen Koperasi 
7) Susunan pengurus yang disahkan oleh Departemen 
Koperasi 
8) Laporan Keuangan 2 tahun terakhir 
9) Laporan Rapat Anggaran tahunan ( RAT ) selama 2 
tahun terakhir 
10) Cash flow projection selama masa pembiayaan  
11) Data jaminan 
12) Dokumen-dokumen lain yang menunjang usaha 
13) Nasabah harus melakukan mutasi keuangan di Bank 
Muamalat 
c. Pembiayaan Korporasi 
Syarat-syaratnya adalah : 
1) Surat Permohonan 
2) Foto kopi NPWP 
3) Foto kopi SIUP 
4) Foto kopi TDP dan kelengkapan izin usaha lainnya 
5) Foto kopi KTP Direksi 
6) Company Profile 
7) Akta pendirian dan perubahannya 
8) Surat pengesahan dari Departemen Kehakiman 
9) Foto kopi rekening Koran 3 bulan terakhir 
10) Cash flow projection selama masa pembiayaan  




12) Dokumen-dokumen lain yang menunjang usaha 
13) Nasabah harus melakukan mutasi keuangan di Bank 
Muamalat 
 
Dalam wawancara yang dilakukan penulis, dijelaskan 
bahwa dalam pengajuan permohonan pembiayaan mudharabah 
oleh suatu badan usaha ( PT ) berbeda dengan permohonan yang 
dilakukan oleh perseorangan, dalam pengajuan pembiayaan bagi 
hasil mudharabah oleh suatu badan usaha harus dilengkapi 
dengan dokumen-dokumen tertentu. Kelengkapan dokumen bagi 
suatu badan usaha ( PT ) yang akan mengajukan permohonan 
pembiayaan bagi hasil mudharabah di bank  Muamalat  Surakarta  
adalah : 
a.  Membuat Surat Permohonan Pembiayaan 
Dalam Surat Permohonan Pembiayaan ini, harus 
dicantumkan mengenai jumlah permohonan dana 
pembiayaan, jangka waktu pembiayaan bagi hasil 
mudharabah dan ditanda tangani oleh Pengurus badan 
usaha yang berwenang. 
b. Melengkapi  Surat Permohonan Pembiayaan bagi hasil 
mudharabah dengan : 
1) Data Aspek Legalitas 
a) Photocopy Akta Pendirian dan Anggaran Dasar 
b) Photocopy Akta Perubahan disertai dengan 
pernyataan tertulis tentang perubahan tersebut dari 
pejabat yang berwenang 
c) Photocopy Lembar Pengesahan dari Departemen 
Kehakiman 
d) Photocopy Pendaftaran dari Panitia Pengadilan 




e) Photocopy Pengumuman dari Berita Negara 
Republik Indonesia 
f) Photocopy NPWP 
g) Photocopy SIUP 
h) Photocopy TDP 
i) Surat Keterangan Domisili dari lurah setempat 
j) Semua surat ijin yang berkaitan dengan kegiatan 
usaha PT 
k) Surat-surat Jaminan 
2) Data Pengurus 
a) Photocopy KTP pengurus dan pemegang saham 
Perseroan Terbatas 
b) Surat Persetujuan dari Pengurus 
3) Data Keuangan 
a) Laporan Keuangan 3 bulan terakhir  
b) Laporan Keuangan 2 bulan terakhir 
c) Photocopy Rekening Koran/Tabungan/Giro 
 
c. Memenuhi persyaratan-persyaratan pengajuan permohonan  
pembiayaan bagi hasil mudharabah, yaitu : 
1) Membuat RAB ( Rancangan Anggaran Belanja ) 
pembiayaan. 
2) Membuka rekening di Bank Muamalat 
3) Minimal Plafond Rp. 100.000.000,00 
4) Membayar biaya Administrasi ( 1,5 % dari plafond ) 
5) Membayar biaya Notaris, Biaya Asuransi, materai dan 
transfer 
6) Saldo rekening di Bank Muamalat minimal berisi satu 





Untuk formulir pembiayaan bagi hasil mudharabah 
untuk individual atau perseorangan didalamnya berisi mengenai : 
a. Permohonan pembiayaan 
1) Jumlah pembiayaan yang diajukan 
2) Jenis pengajuan ( baru, perubahan, take over ) 
3) Jangka waktu pembiayaan 
4) Tujuan pembiayaan  
b. Data pribadi pemohon 
1) Nama  
2) Jenis kelamin 
3) Tempat/tanggal lahir 
4) Status 
5) No. KTP / Pasport 
6) Jumlah tanggungan 
7) No. NPWP 
8) Pendidikan terakhir 
9) Alamat tinggal sekarang ( telp, wilayah, kode Pos ) 
10) Waktu terbaik untuk menghubungi   (di rumah pukul, di 
kantor pukul) 
11) Status tempat tinggal ( pribadi, keluarga, sewa/kontrak, 
Dinas ) 
12) Alamat surat ( wilayah, Kode Pos ) 
c. Data pekerjaan 
1) Nama Perusahaan 
2) Bidang usaha 
3) Jabatan/pangkat 
4) Mulai bekerja sejak 
5) Alamat ( Telp, wilayah, Kode Pos ) 






d. Data suami-istri 
1) Nama  
2) Tempat/tanggal lahir 
3) Nama perusahaan ( jika bekerja ) 
4) Bidang usaha ( jika bekerja ) 
5) Pangkat/jabatan ( jika bekerja ) 
6) Mulai bekerja sejak ( jika bekerja ) 
7) Alamat kantor ( Telp, Wilayah, Kode Pos ) 
e. Data keuangan 
1) Penghasilan bersih / bulan pemohon 
2) Penghasilan bersih / bulan Suami / Istri 
3) Penghasilan tambahan ( jika ada ) 
4) Biaya hidup / pengeluaran tiap bulan 
5) Angsuran dari pinjaman lain / bulan 
6) Sisa penghasilan bersih 
f. Pinjaman lain 
1) Nama kreditur 
2) Jenis pinjaman / Credit Card 
3) Jumlah pinjaman 
4) Jatuh tempo 
g. Data kekayaan 
1) Jenis kekayaan 
2) Jumlah 
3) Lokasi / Merk 
4) Nilai dalam Rupiah 
h. Simpanan / rekening di bank lain 
1) Nama bank 
2) Jenis simpanan 
3) A / n 
4) Nomor 




1) Untuk jaminan tanah, rumah tinggal atau ruko 
a) Alamat jaminan 
b) Telp, wilayah, kode pos 
c) Tahun dibangun ( LT,  LB ) 
d) Harga taksiran 
e) No. IMB 
f) Status tanah ( HGB / Hak Milik No. ) 
g) Berlakunya HGB / Hak Milik ( a/n ) 
h) Nama pemilik jaminan / penjamin 
i) Hubungan keluarga 
j) Alamat pemilik penjamin ( telp, wilayah, Kode Pos ) 
2) BPKB 
a) Merek kendaraan 
b) Type kendaraan ( Sedan, Minibus, dll ) 
c) Tahun 
d) Warna 
e) Harga kendaraan 
f) Uang muka 
g) Nama dealer 
h) Alamat / telp dealer 
3) Perusahaan ( Klasifikasi perusahaan ), pemerintahan, 
BUMN, Swasta  
j. Referensi  
1) Nama 
2) Perusahaan 
3) Posisi / Jabatan 
4) Alamat / Telp 
 
Dari  data yang diperoleh penulis dalam wawancara 
dengan Ibu Eko Ely Mayasari selaku sekretaris di Bank Muamalat 




permohonan  pembiayaan bagi hasil mudharabah di Bank 
Muamalat adalah semua jenis usaha yang tidak bertentangan 
dengan syariat Islam ( halal ), diantaranya adalah : 
a. Perdagangan 
b. Industri/manufacturing 
c. Usaha atas dasar kontrak 
d. Dan lain-lain berupa modal kerja dan investasi 
 
Sedangkan mengenai jangka waktu permohonan 
pembiayaan bagi hasil mudharabah di bank Muamalat yaitu : 
a. Minimal 1 bulan 
b. Maksimal 5 tahun 
 
Diterangkan juga dalam wawancara yang dilakukan 
penulis dengan Ibu Eko Ely Mayasari bahwasannya dalam 
pengajuan permohonan pembiayaan bagi hasil mudharabah di 
bank Muamalat harus disertai dengan adanya jaminan atas 
permohonan pembiayaan tersebut. Sebagai salah satu upaya 
pelaksanaan prinsip kehati-hatian, dalam jaminan juga terdapat 
ketentuan data jaminan dalam permohonan pembiayaan bagi hasil 
mudharabah. Adanya ketentuan data dalam jaminan adalah : 
a. Sertifikat HGB/SHM 
b. PBB ( tahun terakhir ) 
c. Covemote notaries 
d. BPKB / pernyataan dealer 
e. Dapat menutup jumlah pengajuan permohonan pembiayaan 
sebesar 100% berdasarkan nilai likuidasi dari Bank Muamalat 
cabang Surakarta. 
 
Ketentuan selanjutnya dalam pelaksanaan prinsip 
kehati-hatian dalam pembiayaan bagi hasil mudharabah 




sekretaris Bank Muamalat cabang Surakarta adalah dengan 
dibuatnya ketentuan dalam tahap atau proses-proses yang harus 
dilalui sebelum adanya persetujuan permohonan pembiayaan bagi 
hasil mudharabah. Proses dalam pengajuan permohonan bagi 
hasil mudharabah di bank Muamalat Surakarta, yaitu : 
a. Seleksi Administratif 
Seleksi yang berupa checklist data-data yang diberikan 
oleh nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan, 
baik perseorangan, koperasi maupun korporasi. Seleksi 
administratif ini ditujukan guna mengetahui kebenaran atau 
keabsahan data-data dan keterangan-keterangan yang 
diberikan oleh nasabah dan pengenalan terhadap nasabah 
yang mengajukan permohonan pembiayaan bagi hasil 
mudharabah di Bank Muamalat cabang Surakarta.  
 
b. Survey tempat usaha/ kondisi usaha 
1) Untuk perusahaan perseorangan ( individu ) 
Survey tempat usaha yand dilakukan untuk 
pembiayaan bagi hasil mudharabah untuk perusahaan 
perseorangan ( individu ) adalah sebagai berikut : 
a) Minimal perusahaan telah berjalan selama 2 tahun. 
b) Kepemilikan saham kuat. 
c) Reputasi perusahaan dimasyarakat adalah baik. 
d) Pelaksanaan pembayaran gaji untuk para karyawan 
di perusahaan lancar dan teratur. 
e) Kesejahteraan para karyawan perusahaan bagus. 
 
2) Pembiayaan oleh koperasi 
Survey tempat usaha yand dilakukan untuk 
pembiayaan bagi hasil mudharabah untuk suatu koperasi 
adalah sebagai berikut : 




b) Tingkat kesejahteraan karyawan, dilihat dari jumlah 
gaji yang diterima karyawan koperasi setiap 
bulannya. 
c) Hal-hal lain yang berhubungan dengan jenis 
koperasi yang mengajukan pembiayaan bagi hasil 
mudharabah. Sebagai contoh;  
( 1 ) Untuk koperasi serba usaha adalah jenis usaha 
yang dilakukan oleh koperasi tersebut 
( 2 ) Untuk koperasi simpan-pinjam adalah laporan 
keuangannya 
 
3) Pembiayaan oleh korporasi 
Survey tempat usaha yand dilakukan untuk 
pembiayaan bagi hasil mudharabah untuk suatu 
korporasi atau perusahaan adalah sebagai berikut : 
a) Minimal perusahaan telah berjalan selama 2 tahun. 
b) Kepemilikan saham kuat. 
c) Reputasi perusahaan dimasyarakat adalah baik. 
d) Kesejahteraan para karyawan perusahaan bagus. 
e) Kondisi keuangan perusahaan yang baik, dapat 
diketahui berdasarkan : 
( 1 ) Jumlah modal 
( 2 ) Jumlah asset perusahaan 
( 3 ) Laba yang di peroleh 
( 4 ) Neraca pertumbuhan perusahaan 
( 5 ) Arus piutang yang lancar  
( 6 ) Race offer perusahaan tersebut 
 
c. Proses persetujuan 
Pada proses persetujuan permohonan pembiayaan bagi 




1. Laporan administratif yang dibuat oleh pihak bank yang 
menunjukkan bahwa calon nasabah yang mengajukan 
permohonan pembiayaan bagi hasil mudharabah  telah 
melengkapi data-data serta keterangan-keterangan yang 
ditentukan dalam pengajuan permohonan pembiayaan 
bagi hasil mudharabah di Bank Muamalat. 
 
2. Pihak bank melakukan input data nasabah yang telah 
mengajukan permohonan pembiayaan bagi hasil 
mudharabah di Bank Muamalat ke dalam SID di Bank 
Indonesia  ( bank checking ). Hal ini mengetahui 
ketepatan nasabah dalam membayar angsuran atau non 
performance loan ( NPL ) atas pembiayaan atau 
pinjaman yang perbah dilakukan. 
  
3. Penilaian jaminan yang digunakan nasabah sebagai 
jaminan dalam pengajuan pembiayaan bagi hasil 
mudharabah oleh pihak bank Muamalat. Penilaian ini 
meliputi penilaian terhadap kondisi atau keadaan 
jaminan, nilai jaminan dan kelengkapan dokumen 
jaminan. Di Bank Muamalat jaminan yang diajukan 
dalam pembiayaan bagi hasil mudharabah minima dapat 
menutup jumlah plafond yang diajukan nasabah adalah 
lebih dari 100% nilai plafond yang diajukan dan nilai 
jaminan menggunakan nilai likuidasi yang telah 
ditetapkan oleh Bank Muamalat cabang Surakarta. 
Penilaian jaminan ini terdapat 2 jenis kategori penilaian, 
yaitu : 
a) Penilaian oleh pihak bank saja 
Penilaian ini dilakukan untuk pengajuan 
jumlah plafond pembiayaan bagi hasil 




b) Penilaian yang melibatkan pihak di luar pihak bank 
Penilaian jaminan selain dilakukan oleh 
pihak intern Bank Muamalat juga melibatkan pihak 
luar bank yang disebut dengan taksator 
independent. Penilaian yang melibatkan taksator 
independent ini adalah untuk pengajuan jumlah 
plafond pembiayaan bagi hasil mudaharabah yang 
tinggi atau besar. 
 
4. Executive summary 
Yaitu berupa pelaporan yang dibuat oleh pihak 
Bank Muamalat, dimana executive summary ini berisi 
mengenai : 
a) Gambaran kondisi/keadaan usaha nasabah yang 
mengajukan permohonan pembiayaan bagi hasil 
mudharabah di Bank Muamalat secara rinci. 
b) Kondisi keuangan perusahaan yang dimiliki nasabah 
yang mengajukan pembiayaan bagi hasil 
mudharabah secara lengkap dan jelas. 
c) Karakter nasabah yang mengajukan permohonan 
pembiayaan bagi hasil mudharabah secara  lengkap 
dan akurat. 
d) Rangkuman mengenai Laporan administratif yang 
dibuat oleh pihak bank yang menunjukkan bahwa 
calon nasabah yang mengajukan permohonan 
pembiayaan bagi hasil mudharabah, input data 
nasabah yang telah mengajukan permohonan 
pembiayaan bagi hasil mudharabah di Bank 
Muamalat ke dalam SID di Bank Indonesia  ( bank 
checking ), penilaian jaminan yang digunakan 




pembiayaan bagi hasil mudharabah di Bank 
Muamalat. 
e) Pembentukan surat rekomendasi dari Account 
Manager terhadap nasabah yang melakukan 
permohonan pembiayaan bagi hasil mudharabah 
berkenaan dengan permohonan pembiayaan yang 
diajukan. 
 
5. Persetujuan permohonan pembiayaan bagi hasil 
mudharabah oleh pihak pembiayaan atau pihak 
pemegang limit. 
 
6. Offering later 
Yaitu pihak bank mengeluarkan surat persetujuan 
atas permohonan pembiayaan bagi hasil mudharabah 
atas nama nasabah yang telah mengajukan permohonan 
pembiayaan. 
 
7. Pelaksaanaan akad pembiayaan bagi hasil mudharabah 
di depan notaris oleh pihak Bank Muamalat cabang 
Surakarta dengan nasabah yang bersangkutan. 
 
8. Dropping  
Yaitu proses pencairan dana untuk nasabah yang 
permohonan pembiayaan bagi hasil mudaharabah yang 
telah disetjui oleh Bank Muamalat. 
 
Setelah proses persetujuan berakhir dengan adanya 
dropping, maka proses pembiayaan bagi hasil mudharabah 
dijalankan oleh nasabah yang permohonannya telah disetujui 
tersebut.  Pada pelaksanaan usaha dengan pembiayaan bagi hasil 
mudharabah oleh nasabah pihak dari Bank Muamalat cabang 




pembiayaan bagi hasil mudharabah tersebut. Seperti yag 
diutarakan  oleh Ibu Eko Ely Mayasari di Bank Muamalat cabang 
Surakarta juga mengadakan pemantauan usaha nasabah atas 
pembiayaan bagi hasil mudharabah. Pemantauan atau monitoring 
nasabah yang dilakukan oleh Bank Muamalat cabang Surakarta 
adalah berupa monitoring terhadap laporan keuangan yang mana 
dengan laopran keuangan ini dapat diketahui kondisi usaha 
nasabah pembiayaan bagi hasil mudharabah. 
 
Monitoring yang dilakukan oleh Bank Muamalat cabang 
Surakarta sesuai dengan data yang diberikan oleh Bank Muamalat 
cabang Surakarta adalah berkenaan dengan usaha nasabah pada 
pembiayaan bagi hasil mudharabah yaitu meliputi monitoring 
acak dan juga monitoring periodik. Monitoring acak biasanya 
dilakukan atas jenis usaha jangka pendek sehingga tidak mungkin 
dilakukan monitoring periodik yang berupa pelaporan keuangan 
secara periodik. Monitoring untuk jenis usaha jangka pendek 
biasanya dilakukan oleh Bank Muamalat cabang Surakarta 
dengan mendatangi nasabah pembiayaan bagi hasil mudharabah 
untuk mengetahui secara langsung kondisi usaha yang 
bersangkutan. Sedangkan untuk jenis usaha yang berjangka 
panjang, maka nasabah yang bersangkutan dibebani dengan 
kewajiban untuk membuat laporan keuangan setiap bulannya 
untuk diberikan kepada Bank Muamalat cabang Surakarta sebagai 
dasar penilaian Bank Muamalat cabang Surakarta untuk 









2. Upaya Penyelesaian Wanprestasi oleh Nasabah Pembiayaan 
Bagi Hasil Mudharabah di Bank Muamalat, Tbk Cabang 
Surakarta 
Seperti halnya dengan bank-bank yang ada di Indonesia 
yang mempunyai kebijakan mengenai penyelesaian wanprestasi 
terhadap pembiayaan atau pinjaman lainnya. Berdasarkan 
penelitian dilapangan yang dilakukan  penulis dengan pihak Bank 
Muamalat cabang Surakarta yang diwakili oleh Ibu Eko Ely 
Mayasari sebagai sektretaris Bank Muamalat cabang Surakarta  
dan diketahui bahwa Bank Muamalat cabang Surakarta juga 
mermpunyai ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian 
wanprestasi atau apabila nasabah tidak melakukan kewajibannya 
dalam melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan yang telah 
diperjanjikan bersama antara bank dengan nasabah yang 
menggunakan jasa pembiayaan bagu hasil mudharabah tersebut. 
 
 Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Bank Mualamalat 
cabang Surakarta dalam upaya penyelesaian wanprestasi oleh 
nasabah tersebut adalah : 
a. Diskusi antar pihak bank Muamalat dengan nasabah yang 
melakukan wanprestasi 
Diskusi yang dilakukan oleh pihak bank terhadap 
nasabah yang melakukan tunggakan pembayaran pembiayaan 
bagi hasil mudharabah ini ditujukan untuk memberikan 
peringatan secara lisan sebelum dilakukannya peringatan 
secara tertulis. Diskusi atau peringatan secara lisan ini berupa 
pendekatan secara intensif yang dilakukan oleh pihak bank 
Muamalat terhadap nasabah yang melakukan tunggakan 
pembayaran pembiayaan bagi hasil mudharabah seperti yang 





b. Surat peringatan I  
Surat peringatan ini diberikan kepada nasabah yang 
melakukan tunggakan pembayaran pembiayaan bagi hasil 
mudaharabah atau nasabah yang wanprestasi setelah upaya 
diskusi atau pendekatan intensif yang diberikan tidak 
mendapatkan hasil atau respon yang baik dari nasabah yang 
bersangkutan. 
 
c. Surat Peringatan II 
Yaitu surat peringatan kedua yang diberikan kepada 
nasabah yang melakukan wanprestasi dalam pembiayaan 
bagi hasil mudaharabah setelah surat peringatan I yang 
diberikan tidak mendapatkan respon atau itikad baik dari 
nasabah yang bersangkutan tersebut. 
 
d. Surat Peringatan III 
Yaitu merupakan surat peringatan tertulis terakhir 
sebelum dilakukannya tindakan langsung oleh pihak Bank 
Muamalat berkenaan dengan wanprestasi yang dilakukan 
oleh nasabah pembiayaan bagi hasil mudharabah. 
 
e. HEJB 
Yaitu tindakan yang dilakukan oleh pihak Bank 
Muamalat berupa pengambilan/sita jaminan yang digunakan 
nasabah yang melakukan wanprestasi untuk selanjutnya 
dijual guna menutupi sisa pembayaran yang belum dipenuhi 
oleh nasabah yang bersangkutan. Di Bank Muamalat terdapat 
2 alternatif mengenai pejualan jaminan yang ditawarkan 
kepada nasabah, yaitu : 
1) Penjualan jaminan dilakukan oleh pihak bank. 
Untuk penjualan jaminan oleh bank, nasabah harus 




bahwa bank mempunyai kewenangan untuk melakukan 
penjualan terhadap barang jaminan yang telah 
dijaminkan. 
2) Penjualan jaminan dilakukan sendiri oleh nasabah yang 
bersangkutan. 
Berbeda dengan bank lainnya, Bank Muamalat 
dalam hal HEJB memberikan alternatif nasabah untuk 
menjual jaminan yang dijaminkan dalam pembiayaan 
bagi hasil mudharabah. Hasil penjualannya untuk 
menutup sisa tunggakan pembayaran yang belum 
dibayarkan oleh nasabah dan kemudian apabila masih 
ada sisa penjualan maka kemudian akan kembalikan 
untuk nasabah tersebut.  
 
Pada penyelesaian wanprestasi di Bank Muamalat cabang 
Surakarta pada tahap peringatan tertulis sampai dengan Surat 
Peringatan III apabila nasabah yang bersangkutan menyetujui 
untuk bermusyawarah dan menunjukkan itikad baik, maka akan 
ditempuh jalur penyelesaian wanprestasi secara musyawarah. 
Jalur penyelesaian yang dapat ditempuh yaitu dengan 
restrukturisasi pembiayaan atau kesepakatan baru antara pihak 
Bank Muamalat cabang Surakarta dengan nasabah yang 
wanprestasi. Isi perjanjian baru tersebut adalah sesuai dengan 
kesepakatan yang disetujui oleh pihak Bank Muamalat dan juga 
pihak nasabah yang wanprestasi serta sesuai dengan peraturan 









B. Pembahasan  
1. Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian 
Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah di Bank Muamalat,Tbk 
Cabang Surakarta 
Berdasarkan analisa penulis bank adalah suatu badan 
usaha yang melakukan kegiatan berupa penghimpunan dana dari 
masyarakat dalam bentuk tabungan,giro atau deposito dan kemudian 
menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk 
pinjaman atau lainnya. Berdasarkan jenis kegiatan bank yang berupa 
penghimpunan dana dan pengembalian dana ke masyarakat tersebut, 
bank merupakan suatu badan usaha yang harus menjaga kepercayaan 
masyarakat guna kelancaran kegiatan bank tersebut. Untuk 
mendapatkan kepercayaan masyarakat, bank harus menjaga tingkat 
kesehatan bank sesuai dengan penilaian dari Bank Indonesia sebagi 
bank yang bertugas untuk mengawasi dan mengatur semua bank 
yang ada di Indonesia.  
 
Dalam Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 
tentang Perbankan disebutkan ketentuan bahwa bank wajib 
memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan 
kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, 
rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan 
usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan 
prinsip kehati-hatian. Salah satu usaha yang dilakukan sebuah bank 
untuk menjaga pemeliharaan kesehatan sebagaimana tersebut di 
atur dalam Undang-Undang perbankan adalah dengan menerapkan 
prinsip kehati-hatian dalam melakukan setiap kegiatan usahanya. 
Prinsip kehati-hatian diatur dalam Undang-Undang perbankan yaitu 





Prinsip kehati-hatian ( prudent banking principle ) 
diterapkan kepada semua bank yang ada di Indonesia. Berdasarkan 
analisa penulis  prinsip kehati-hatian diberlakukan bagi seluruh 
bank yang ada di Indonesia dengan tujuan untuk menjaga 
kesehatan bank dan juga untuk mengurangi timbulnya wanprestasi 
oleh nasabah. Suatu bank pada saat menjalankan usahanya yang 
berupa penyaluran dana ke masyarakat dalam bentuk pinjaman 
kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah harus 
menerapkan prinsip kehati-hatian guna menjaga kepercayaan 
masyarakat yang menyimpan dana atau mempercayakan dana ke 
bank. 
 
Berdasarkan analisa penulis Bank Muamalat adalah 
merupakan bank syariah pertama di Indonesia yang berdiri pada 
tahun 1991 dan mulai beroperasi pada tahun 1992 dan mempunyai 
kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan 
kegiatan usahanya. Sehingga Bank Muamalat cabang Surakarta 
juga berkewajiban untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian 
tersebut. Bank Muamalat cabang Surakarta melaksanakan prinsip 
kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya terutama 
yang berhubungan dengan kegiatan penyaluran dana ke 
masyarakat. 
 
Menurut analisa penulis jenis kegiatan usaha di Bank 
Muamalat Surakarta yang berhubungan dengan penyaluran dana ke 
masyarakat diantaranya adalah pembiayaan bagi hasil mudharabah. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam 
pelaksanaan pemberian pembiayaan bagi hasil mudharabah Bank 
Muamalat berkewajiban untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian 
atau prudent banking principle. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian ( 
prudent banking principle ) dalam kegiatan usaha Bank Muamalat 




ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah yang 
mengajukan pembiayaan bagi hasil mudharabah. Selain ketentuan-
ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah yang akan 
mengajukan pembiayaan bagi hasil mudharabah, Bank Muamalat 
cabang Surakarta juga melaksanakan prinsip kehati-hatian selama 
proses pembiayaan bagi hasil mudharabah yaitu dengan 
diadakannya pengawasan terhadap pelaksanaan usaha yang 
dilakukan oleh nasabah pembiayaan bagi hasil mudharabah. 
 
Berdasarkan analisa penulis pelaksanaan prinsip kehati-
hatian ( prudent banking principle ) dalam pelaksanaan kegiatan 
usaha yang berupa pembiayaan bagi hasil mudharabah di Bank 
Muamalat Tbk, cabang Surakarta adalah sebagai berikut : 
a. Kebijakan permohonan pembiayaan bagi hasil mudharabah 
Dari hasil penelitian dan hasil analisa penulis dapat 
diketahui bahwa Bank Muamalat telah membuat kebijakan 
yang berhubungan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi 
oleh calon nasabah yang akan mengajukan permohonan 
pembiayaan bagi hasil mudharabah, sehingga kebijakan 
tersebut harus diikuti oleh setiap anak cabang dari Bank 
Muamalat termasuk didalamnya adalah Bank Muamalat 
cabang Surakarta. Kebijakan mengenai syarat-syarat yang 
harus dipenuhi oleh calon nasabah yang akan mengajukan 
permohonan pembiayaan bagi hasil mudharabah adalah 
sebagai berikut : 
1) Kebijakan Persyaratan Umum Pengajuan Permohonan 
Pembiayaan Bagi Hasil mudharabah ( Pembiayaan Rupiah 
dan US Dollar ) 
Yaitu beberapa ketentuan yang harus dipenuhi 
oleh calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan 




mengajukan permohonan pembiayaan bagi hasil 
mudharabah di Bank Muamalat cabang Surakarta di 
klasifikasikan ke dalam 3 kategori, yaitu pembiayaan 
konsumtif atau perseorangan, pembiayaan koperasi dan 
pembiayaan korporasi.  
 
Berdasarkan analisa penulis dikarenakan dalam 
pembiayaan bagi hasil mudharabah terdapat 3 kategori 
pihak yang dapat mengajukan pembiayaan bagi hasil 
mudharabah sehingga syarat-syarat yang harus dipenuhi 
adalah berbeda-beda berdasarkan kategori pihak yang 
akan mengajukan pembiayaan bagi hasil. Syarat-syarat 
umum yang harus dipenuhi oleh calon nasabah yang akan 
mengajukan permohonan pembiayaan bagi hasil 
mudharabah di Bank Muamalat cabang Surakarta menurut 
analisa penulis adalah berhubungan dengan identifikasi 
terhadap kesanggupan nasabah yang mengajukan 
pembiayaan bagi hasil mudharabah. 
 
Dalam persyaratan umum pengajuan permohonan 
bagi hasil mudharabah khusus untuk pembiayaan koperasi 
dan korporasi terdapat beberapa ketentuan-ketentuan 
sehubungan dengan kelengkapan-kelangkapan dokumen 
menyangkut koperasi atau korporasi yang akan 
mengajukan pembiayaan bagi hasil mudharabah. 
Berdasarkan analisa penulis kelengkapan-kelengkapan 
dokumen yang harus dilengkapi oleh suatu koperasi atau 
korporasi adalah menyangkut data untuk aspek legalitas, 
data mengenai kepengurusan koperasi atau korporasi dan 
data keuangan yang mana nantinya dapat menjadi ukuran 
untuk Bank Muamalat cabang Surakarta untuk mengenal 




keyakinan bagi bank terhadap itikad baik dan 
kesanggupan nasabah yang mengajukan permohonan 
tersebut untuk mengembalikan pembiayaan bagi hasil 
mudharabah sesuai dengan yang diajukan. 
 
Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan 
bahwasannya Bank Muamalat Tbk, cabang Surakarta telah 
melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan 
kegiatan usahanya yaitu pembiayaan bagi hasil 
mudharabah dengan cara membuat kebijakan mengenai 
kelengkapan dokumen dan persyaratan-persyaratan awal 
bagi nasabah yang akan mengajukan permohonan 
pembiayaan bagi hasil mudharabah. Sehingga tidak semua 
pihak dapat mengajukan permohonan pembiayaan bagi 
hasil mudharabah di Bank Muamalat Surakarta,Tbk 
cabang Surakarta. 
 
2) Kebijakan Jaminan dalam Pembiayaan Bagi Hasil 
mudharabah  
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank 
Indonesia   No. 23/69/Kep/DIR diatur mengenai larangan 
bagi bank untuk memberikan  pembiayaan kepada 
siapapun tanpa adanya jaminan. Yang disebut dengan 
jaminan dalam pemberian pinjaman adalah keyakinan 
bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi 
pembiayaan sesuai dengan yang telah diperjanjikan 
bersama. Jaminan yang dapat digunakan dalam 
pembiayaan bagi hasil mudharabah di Bank Muamalat 
cabang Surakarta adalah tanah, tempat tinggal.ruko dan 
BPKB. Berdasarkan analisa penulis setiap jaminan yang 
akan dijadikan jaminan dalam pembiayaan bagi hasil 




surat atau dokumen serta keterangan-keterangan yang 
dapat menggambarkan mengenai kondisi atau keadaan 
jaminan tersebut. Dokumen yang biasanya disertakan 
sebagai syarat jaminan adalah sertifikat HGB/SHM, PBB ( 
tahun terakhir ),Selain dokumen atau keterangan yang 
lengkap mengenai jaminan yang dijadikan jaminan untuk 
pembiayaan bagi hasil mudharabah di Bank Muamalat 
cabang Surakarta juga mempunyai ketentuan lain  tentang 
jaminan yaitu bahwa jaminan yang diajukan harus dapat 
menutup jumlah plafond pembiayaan bagi hasil 
mudharabah minimal sebesar 100% nilai plafond 
berdasarkan nilai likuidasi Bank Muamalat cabang 
Surakarta.  
 
Berdasarkan analisa penulis penilaian jaminan ini 
dilakukan oleh pihak Bank Muamalat cabang Surakarta 
dan apabila jumlah plafond yang diajukan diatas rata-rata 
jumlah plafond yang diajukan maka penilaian jaminan 
selain oleh pihak bank juga mengikutsertakan penilai 
jaminan luar yang disebut dengan taksator independent.  
Ketentuan jaminan minimal harus dapat menutup jumlah 
plafond pembiayaan bagi hasil pembiayaan mudharabah 
sebesar 100% nilai plafond berdasarkan nilai likuidasi dan 
juga penilaian yang dilakukan oleh pihak Bank Muamalat 
cabang Surakarta ini menunjukkan bahwa Bank Muamalat 
cabang Surakarta telah melaksanakan prinsip kehati-hatian 
dalam melakukan kegiatan usahanya yang berupa 







3) Kebijakan jangka waktu dan jumlah plafond dalam 
pembiayaan bagi hasil mudharabah 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa oleh 
penulis diketahui bahwa pada Bank Muamalat cabang 
Surakarta dalam pengajuan permohonan pembiayaan bagi 
hasil mudharabah mepunyai ketentuan dalam jangka 
waktu pembiayaan bagi hasil mudharabah yang dapat 
diajukan oleh para debitur. Ketentuan ini ditetapkan  juga 
merupakan salah satu wujud pelaksanaan prinsip kehati-
hatian ( prudent banking principle ) oleh Bank Muamalat 
cabang Surakarta dalam pelaksanaan kegiatan usahanya 
yang berupa pembiayaan bagi hasil mudaharabah. Jangka 
waktu pembiayaan bagi hasil mudharabah di Bank 
Muamalat Surakarta adalah minimal 1 bulan dan 
maksimal 5 tahun. 
 
Jumlah plafond pembiayaan bagi hasil 
mudharabah di Bank Muamalat cabang Surakarta 
ditentukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam 
peraturan perbankan di Indonesia. Minimal jumlah 
plafond yang diajukan oleh perseoranan ( konsumtif ) 
adalah Rp 50.000.000,- sedangkan untuk koperasi dan 
korporasi adalah Rp 100.000.000,-. Mengenai maksimal 
plafond yang dapat diajukan pada pembiayaan bagi hasil 
mudharabah di Bank Muamalat cabang Surakarta sesuai 
dengan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit        
( BPMK ) yang ditetapkan dalam peraturan perbankan di 
Indonesia. Adanya ketentuan mengenai Batas Pemberian 
Maksimum Kredit di Bank Muamalat cabang Surakarta 
dalam pembiayaan bagi hasil mudharabah menurut analisa 




kehati-hatian           ( prudent banking principle ) oleh 
Bank Muamalat cabang Surakarta.  
 
b. Kebijakan persetujuan permohonan pembiayaan bagi hasil 
mudharabah 
Berdasarkan analisa penulis pelaksanaan prinsip 
kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan bagi hasil 
mudharabah di Bank Muamalat cabang Surakarta disamping 
dengan dibuatnya kebijakan mengenai syarat-syarat yang harus 
dipenuhi oleh nasabah yang akan mengajukan pembiayaan 
bagi hasil mudharabah juga terdapat beberapa ketentuan-
ketentuan lain. Ketentuan-ketentuan atau kebijakan lainnya 
tersebut diantaranya adalah  kebijakan mengenai proses yang 
harus dipenuhi sebelum permohonan pembiayaan bagi hasil 
mudharabah yang diajukan disetujui oleh Bank Muamalat 
cabang Surakarta. 
 
Untuk lebih berhati-hati dalam pemberian 
pembiayaan bagi hasil mudharabah berdasarkan analisa 
penulis  bank Muamalat cabang Surakarta juga terdapat 
kebijakan tentang tahap-tahap dalam persetujuan permohonan 
pembiayaan bagi hasil mudharabah. Penetapan kebijakan 
dalam pengadaan proses persetujuan di Bank Muamalat 
cabang Surakarta adalah merupakan langkah lebih lanjut dari 
pelaksanaan prinsip kehati-hatian ( prudent banking principle ) 
dalam melakukan kegiatannya sesuai dengan pasal 29 ayat 1 
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan 
Undang-Undang No, 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Proses 
penyeleksian permohonan pembiayaan bagi hasil mudharabah 






1) Seleksi Administratif 
Berdasarkan analisa penulis pada tahap ini pihak 
Bank Muamalat cabang Surakarta melakukan checklist  
atau pemeriksaan terhadap data-data dan keterangan-
keterangan yang diberikan oleh nasabah yang mengajukan 
permohonan pembiayaan bagi hasil mudharabah. Dalam 
seleksi administratif pengecekan data-data nasabah 
ditujukan untuk mengetahui atau mengenali nasabah yang 
mengajukan pembiayaan bagi hasil mudharabah, 
mengetahui kebenaran data-data dan keterangan yang 
diberikan. Apabila pada tahap seleksi administratif ini 
diketahui nasabah menyembunyikan keterangan yang 
sebenarnya atau memberikan keterangan atau data yang 
salah maka Bank Muamalat cabang Surakarta akan 
mengetahui bahwa nasabah tersebut mempunyai itikad 
tidak baik sehingga permohonan pembiayaan bagi hasil 
mudharabah yang diajukan tidak dapat diproses lebih 
lanjut ke tahap yang selanjutnya. 
 
2) Survey tempat usaha/kondisi usaha 
Pada proses kedua Bank Muamalat cabang 
Surakarta  dari hasil analisa penulis melakukan survey 
secara langsung mengenai kondisi atau tempat usaha yang 
diajukan pembiayaan bagi hasil mudharabah. Setiap jenis 
usaha yang diajukan permohonan bagi hasil mudharabah 
oleh Bank Muamalat Surakarta terdapat kategori atau 
syarat-syarat tersendiri untuk dapat lolos dari tahap ini. 
Pelaksanaan survey kondisi/tempat usaha ini dimaksudkan 
untuk mengetahui kelayakan dari kondisi usaha yang 
diajukan pembiayaan bagi hasil mudharabah. Yang 




usaha diantaranya meliputi reputasi tempat usaha di 
masyarakat, jangka waktu berdirinya tempat usaha, 
kondisi keuangan usaha yang bersangkutan, dll.  
 
Berdasarkan analisa penulis diketahui bahwasannya 
unsur yang penting dalam survey tempat/kondisi usaha 
selain reputasi suatu usaha di masyarakat adalah kondisi 
keuangan usaha tersebut. Kondisi keuangan yang dinilai 
dalam survey tempat usaha ini meliputi jumlah modal, 
jumlah aset, laba yang diperoleh setiap bulan, neraca 
pertumbuhan usaha, race offer usaha nasabah yang 
mengajukan pembiayaan bagi hasil mudharabah. Apabila 
kondisi keuangan suatu usaha itu bagus maka pada 
akhirnya akan memberikan keyakinan pada bank terhadap 
nasabah atas pembiayaan bagi hasil mudharabah  yang 
diajukan. 
 
3) Proses persetujuan 
Proses persetujuan merupakan tahap terakhir dalam 
seleksi permohonan pembiayaan bagi hasil mudharabah di 
Bank Muamalat cabang Surakarta. Berdasarkan analisa 
penulis  pada tahap ini menentukan disetujui atau tidaknya 
permohonan pembiayaan bagi hasil mudharabah yang 
diajukan. Dalam tahap ini juga terdapat beberapa proses 
yang merupakan tindak lanjut dari seleksi administratif 
dan survey kondisi/tempat usaha yang dilakukan oleh 
Bank Muamalat cabang Surakarta. Beberapa proses yang 
terdapat dalam proses persetujuan ini menggambarkan 
bahwa Bank Muamalat cabang Surakarta sangat berhati-
hati dalam penyeleksian permohonan pembiayaan bagi 
hasil mudharabah untuk menghindari adanya wanprestasi 




bank sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank 
Indonesia. 
 
Berdasarkan analisa penulis  tahapan-tahapan yang 
terdapat dalam proses persetujuan sebelum permohonan 
pembiayaan bagi hasil mudharabah yang diajukan 
diterima oleh Bank Muamalat cabang Surakarta sebagai 
wujud pelaksanaan prinsip kahati-hatian ( prudent banking 
principle ) adalah : 
a) Pihak Bank Muamalat cabang Surakarta membuat 
laporan administratif . 
Laporan administratif yang dibuat berisi 
mengenai keterangan bahwa pihak yang mengajukan 
permohonan pembiayaan bagi hasil  mudharabah 
telah memberikan keterangan atau data dan dokumen-
dokumen yang berhubungan didalamnya dengan 
sebenar-benarnya. Dalam laporan  admistratif  ini 
menunjukkan bahwa nasabah yang mengajukan 
permohonan bagi hasil mudharabah telah beritikad 
baik terhadap pembiayaan yang diajukan. 
 
b) Pihak Bank Muamalat Surakarta cabang Surakarta 
melakukan bank checking. 
Yaitu berupa input data nasabah yang 
mengajukan permohonan pembiayaan bagi hasil 
mudharabah ke dalam SID di Bank Indonesia. Tujuan 
dari adanya bank checking yang dilakukan oleh Bank 
Muamalat cabang Surakarta ini adalah untuk 
mengetahui apakah nasabah yang mengajukan 
permohonan pembiayaan bagi hasil mudharabah di 
Bank Muamalat cabang Surakarta termasuk dalam 




hal tersebut, input yang dilakukan adalah untuk 
mengetahui kategori ketepatan nasabah dalam 
pembayaran angsuran atau Non Personal Loan (NPL). 
 
Ada 5 kategori NPL sesuai dengan perundang-
undangan perbankan, yaitu : kolektibilitas lancar, 
perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan kredit 
macet. Berdasarkan jenis kolektibilitas ini menurut 
analisa penulis Bank Muamalat cabang Surakarta 
dapat menilai lebih lanjut tentang kemampuan  atau 
kesanggupan nasabah yang mengajukan permohonan 
pembiayaan bagi hasil mudharabah dalam melunasi 
atau menggembalikan pembiayaan yang di mohonkan. 
Sehingga apabila nasabah yang mengajukan 
permohonan pembiayaan bagi hasil mudharabah di 
Bank Muamalat cabang Surakarta berdasarkan hasil 
SID tidak termasuk dalam kolektibilitas lancar, maka 
Bank Muamalat cabang Surakarta akan lebih berhati-
hati dalam melakukan penilaian terhadap nasabah 
yang bersangkutan. 
 
c) Penilaian jaminan yang digunakan sebagai jaminan 
dalam permohonan pembiayaan bagi hasil 
mudharabah di Bank Muamalat cabang Surakarta. 
Penilaian jaminan oleh Bank Muamalat 
cabang Surakarta meliputi pemeriksaan mengenai 
kondisi jaminan yang dijaminkan yang meliputi 
kelengkapan dokumen jaminan dan juga keadaan 
jaminan menyangkut unsur legalitasnya. Dalam 
rangka penerapan prinsip kehati-hatian ( prudent 
banking principle ) yang dilakukan oleh Bank 




dalam pembiayaan bagi hasil mudharabah harus 
mempunyai nilai minimal sebesar 100% berdasarkan 
nilai likuidasi yang telah ditetapkan oleh Bank 
Muamalat cabang Surakarta  dari  jumlah plafond 
pembiayaan yang diajukan. Berdasarkan analisa 
penulis Untuk lebih berhati-hati pihak Bank 
Muamalat Surakarta melakukan penilaian sendiri 
terhadap jaminan yang diajukan agar supaya nasabah 
tidak melakukan kecurangan dalam memberikan 
penilaian atas jaminan yang diberikan.  
 
d) Executive summary 
Executive summary yaitu pihak Bank 
Muamalat cabang Surakarta membuat laporan yang 
ditujukan untuk mendapat surat rekomendasi dari 
pihak account manager untuk nasabah yang 
mengajukan permohonan pembiayaan bagi hasil 
mudharabah di Bank Muamalat cabang Surakarta. 
Executive summary ini berisi tentang gambaran atau 
kondisi usaha nasabah secara lengkap, kondisi 
keuangan perusahaan yang dimiliki nasabah, 
gambaran mengenai karakteristik nasabah dan 
rangkuman dari laporan administratif, hasil input yang 
dilakukan oleh Bank Muamalat cabang Surakarta 
dalam SID di Bank Indonesia dan yang terakhir 
adalah hasil penilaian jaminan yang dilakukan oleh 
Bank Muamalat cabang Surakarta terhadap jaminan 
yang diajukan dalam permohonan pembiayaan bagi 
hasil mudharabah. 
 
Berdasarkan analisa penulis dalam tahap ini 




mudharabah yang diajukan  oleh pihak account 
manager. Seleksi yang dilakukan adalah penilaian 
terhadap penelitian lapangan yang dilakukan oleh 
pihak Bank Muamalat cabang Surakarta terhadap 
kebenaran data-data, keterangan-keterangan, 
kelengkapan dokumen dan keadaan usaha serta 
jaminan yang dimohonkan dalam pembiayaan bagi 
hasil mudharabah di Bank Muamalat cabang 
Surakarta.  
 
e) Persetujuan pembiayaan oleh pihak pemegang limit di 
Bank Muamalat cabang Surakarta 
Setelah diadakan penilaian oleh account 
manager dan dikeluarkan surat rekomendasi untuk 
nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan 
bagi hasil mudharabah di Bank Muamalat cabang 
Surakarta. Tahap selanjutnya adalah pengajuan surat 
rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh account 
manager ke pihak pemegang limit pembiayaan di 
Bank Muamalat cabang Surakarta. Berdasarkan 
analisa penulis  persetujuan oleh pihak pemegang 
limit ini sangat penting berkenaan dengan jumlah 
plafond yang diajukan oleh nasabah. Pihak pemegang 
limit adalah mewakili nasabah yang mempercayakan 
dana di Bank Muamalat cabang Suarakarta, sehingga 
persetujuan terhadap pembiayaan bagi hasil 
mudharabah yang diajukan tidak hanya berasal dari 
intern pihak Bank Muamalat cabang Surakarta saja, 
akan teapi juga melibatkan persetujuan pihak 






f) Offering later 
Setelah persetujuan pembiayaan oleh pihak 
pemegang limit pembiayaan, langkah selanjutnya 
yaitu dikeluarkannya surat persetujuan pembiayaan 
bagi hasil mudharabah yang diajukan oleh mudhorib. 
Surat persetujuan ini berisi mengenai persetujuan 
permohonan pembiayaan bagi hasil mudharabah yang 
diajukan oleh mudhorib di Bank Muamalat cabang 
Surakarta. 
 
g) Akad pembiayaan bagi hasil mudharabah di Bank 
Muamalat cabang Surakarta. 
Setelah pihak Bank Muamalat cabang 
Surakarta mengeluarkan surat persetujuan 
pembiayaan bagi hasil mudharabah yang diajukan 
oleh mudhorib, selanjutnya adalah pihak Bank 
Muamalat cabang Surakarta dengan mudhorib 
melakukan akad pembiayaan bagi hasil mudharabah 
di depan notaris yang telah ditunjuk dan disepakati 
bersama oleh kedua belak pihak dalam akad tersebut. 
Akad ini dilakukan sebagi bukti adanya perjanjian 
pembiayaan bagi hasil mudaharabah oleh Bank 
Muamalat cabang Surakarta dengan mudhorib.  
 
h) Dropping 
Tahap terakhir dalam permohonan pembiayaan 
bagi hasil mudharabah oleh mudhorib setelah akad 
pembiayaan di depan notaris dengan pihak Bank 
Muamalat cabang Surakarta adalah dropping. Yang 
disebut dengan dropping adalah pencairan dana atau 




bagi hasil mudharabah di Bank Muamalat cabang 
Surakarta. 
 
c. Kebijakan pengawasan pelaksanaan pembiayaan bagi hasil 
mudharabah 
B erdasarkan analisa penulis permohonan pembiayaan 
bagi hasil mudharabah yang telah mendapakan persetujuan 
dari pihak Bank Muamalat cabang Surakarta setelah dropping 
Bank Muamalat cabang Surakarta tidak langsung melepaskan 
mudhorib dalam menjalankan usahanya selama masa 
pembiayaan bagi hasil mudharabah tanpa adanya suatu 
pengawasan. Upaya pengawasan atau monitoring yang 
dilakukan oleh Bank Muamalat cabang Surakarta ini adalah 
dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian ( prudent 
banking principle) lebih lanjut dalam pemberian pembiayaan 
bagi hasil mudharabah di Bank Muamalat cabang Surakarta. 
Pengawasan atau monitoring yang dilakukan oleh Bank 
Muamalat ini adalah meliputi pengawasan terhadap jalannya 
usaha dan dilihat dari kondisi usaha selama pembiayaan bagi 
hasil mudharabah melalui laporan keuangan perusahaan 
tersebut.  
 
Dari laporan keuangan yang diberikan kepada Bank 
Muamalat cabang Surakarta dapat diketahui apakah mudhorib 
menjalankan perjanjian pembiayaan bagi hasil mudharabah 
dengan Bank Muamalat cabang Suarakarta dengan itikad baik 
atau tidak. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dari hasil 
penelitian dan analisa penulis diketahui bahwa pengawasan 
yang dilakukan oleh Bank Muamalat cabang Surakarta 
meliputi pengawasan acak dan pengawasan periodik. 
Pengawasan acak berupa pengecekan secara langsung oleh 




usaha mudhorib, sedangakan pengawasan periodik diberikan 
kepada jenis usaha yang berkepanjangan sehingga mudhorib 
berkewajiban untuk membuat laporan keuangan usahanya yang 
kemudian diberikan kepada Bank Muamalat cabang Surakarta. 
 
Berdasarkan beberapa ketetapan yang telah dibentuk oleh 
Bank Muamalat yang diterapakan di Bank Muamalat cabang 
Surakarta dapat diketahui bahwa Bank Muamalat cabang Surakarta 
secara keseluruhan telah melaksanakan prinsip kehati-hatian             
( prudent banking principle ) dalam kegiatan usahanya yang berupa 
pembiayaan bagi hasil mudharabah.  
 
2. Upaya Penyelesaian Wanprestasi oleh Nasabah Pembiayaan 
Bagi Hasil Mudharabah di Bank Muamalat, Tbk Cabang 
Surakarta 
Di dalam setiap perjanjian yang dibuat oleh dua pihak atau 
lebih tidak selamanya dapat berjalan dengan baik tanpa adanya 
suatu wanprestasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang termasuk 
dalam perjanjian tersebut. Demikian pula yang terjadi dalam 
perjanjian pembiayaan bagi hasil mudharabah yang dibuat oleh 
Bank Muamalat cabang Surakarta dengan nasabah pengguna dan 
pembiayaan bagi hasil mudharabah tersebut. Berdasarkan analisa 
penulis Wanprestasi yang dimaksudkan disini adalah wanprestasi 
yang dilakukan nasabah pengguna dana pembiayaan bagi hasil 
mudharabah di Bank Muamalat cabang Surakarta dikarenakan 
nasabah atau mudhorib yang bersangkutan melakukan pelanggaran 
terhadap perjanjian yang telah disepakati dengan pihak Bank 
Muamalat cabang Surakarta.  
 
Berdasarkan analisa penulis  pada Bank Muamalat cabang 




terdapat mudhorib yang melakukan wanprestasi terhadap 
perjanjian pembiayaan bagi hasil mudharabah adalah : 
a. Melakukan pendekatan kepada nasabah yang melakukan 
wanprestasi 
Pendekatan kepada nasabah atau mudhorib yang 
melakukan wanpresatsi pada pembiayaan bagi hasil 
mudharabah di Bank Muamalat cabang Surakarta adalah 
berupa pendekatan yang intensif  kepada nasabah yang 
bersangkutan. Berdasarkan analisa penulis pendekatan 
intensif  yang dilakukan oleh Bank Muamalat cabang 
Surakarta adalah pemberian peringatan secara lisan kepada 
nasabah yang bersangkutan secara intensif atau setiap hari. 
Pemberian peringatan secara lisan ini dapat melalui telepon 
atau pihak Bank Muamalat cabang Surakarta mendatangi 
nasabah atau mudhorib yang wanprestasi secara langsung 
untuk mengetahui alasan wanprestasi dan memberikan 
tawaran penyelesaian dengan kekeluargaan yang berupa 
restrukturisasi pembiayaan. 
  
b. Pemberian peringatan tertulis atau Surat Peringatan 
Apabila dengan pemberian peringatan secara lisan atau 
pendekatan intensif yang telah dilakukan oleh Bank 
Muamalat cabang Surakarta tidak mendapatkan itikad baik 
dari nasabah atau mudhorib yang bersangkutan, dari analisa 
penulis diketahui bahwa langkah yang diambil selanjutnya 
adalah pemberian peringatan secara tertulis pada nasabah 
atau mudhorib yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian 
pembiayaan bagi hasil mudharabah di Bank Muamalat 
cabang Surakarta. Peringatan secara tertulis ini diawali 
dengan pemberian Surat Peringatan I kepada nasabah atau 




30 hari setelah dilakukannya peringatan lisan atau pendekatan 
intensif oleh Bank Muamalat cabang Surakarta. Apabila 
setelah 30 hari nasabah atau mudhorib yang bersangkutan 
tidak menunjukkan itikad baik kepada Bank Muamalat 
cabang Surakarta, maka akan dikeluarkan Surat Peringatan II 
dengan jangka waktu yang sama dengan Surat Peringatan I, 
yaitu 30 hari. Seperti halnya pada Surat Peringatan I, apabila 
tidak mendapatkan respon atau itikad baik dari nasabah atau 
mudhorib yang bersangkutan akan dikeluarkan peringatan 
tertulis terakhir yaitu Surat Peringatan III. Apabila sampai 
pada Surat Peringatan III nasabah atau mudhorib yang 
wanprestasi tidak menunjukkan itikad baik maka akan 
dilakukan upaya penyelesaian wanprestasi selanjutnya di 
Bank Muamalat cabang Surakarta. 
 
c. Melakukan restrukturisasi pembiayaan yang didasarkan pada 
Surat Edaran Bank Indonesia No. 31/12/UPPB tentang 
restrukturisasi pembiayaan. 
Apabila dalam upaya penyelesaian wanprestasi di Bank 
Muamalat cabang Surakarta sampai dengan pemberian Surat 
Peringatan III nasabah atau mudhorib memberikan itikad baik 
maka akan diberikan tawaran berupa restrukturisasi 
pembiayaan berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia      
No. 31/12/UPPB    yaitu : 
1) Penurunan imbalan bagi hasil,yaitu pemberian 
keringanan kepada nasabah yang bersangkutan sesuai 
kemampuan debitur atas dasar pyoyeksi cash flow 
yang dihitung secara realistis dengan menggunakan 
asumsi debitur untuk membayar bagi hasil dibawah 




2) Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil, yaitu 
berupa pemberian keringanan kepada debitur berupa 
pengurangan tunggakan bagi hasil, baik sebagian atau 
seluruhnya dan pengurangan tersebut dapat berupa 
pembebasan dan atau penunggakan yang akan 
dihitung dibebankan apabila cash flow telah 
meningkat. 
3) Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan, yaitu 
pemberian keringanan kepada debitur berupa 
penggurangan tunggakan pokok pembiayaan dan 
pengurangan apabila cash flow telah meningkat. 
4) Penggurangan jangka waktu pembiayaan dan 
penyesuaian jadwal pelunasan pokok pembiayaan, 
yaitu pemberian keringanan kepada debitur berupa 
perpanjangan jangka waktu pembiayaan yang 
meliputi periode pelunasan dan jangka waktu 
angsuran pokok pembiayaan sesuai dengan 
kemampuan cash flow debitur. 
5) Penambahan fasilitas pembiayaan untuk membantu 
debitur dalam memulihkan kembali aktivitas 
usahanya, kepada debitur dapat diberi fasilitas 
pembiayaan yang baru tersebut harus memenuhi 
ketentuan pembiayaan secara normal dan kepada 
debitur diupayakan menyerahkan jaminan tambahan 
yang cukup. 
6) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal 
sementara pada perusahaan dbitur, yaitu dilakukan 
dengan cara menagkumulasikan pembiayaan yang 
dimiliki debitur menjadi penyertaan modal bank pada 
perusahaan debitur dengan batas waktu tertentu, 








HEJB adalah merupakan tindakan yang dilakukan oleh 
Bank Muamalat cabang Surakarta dalam melakukan upaya 
penyelesaian wanprestasi yang dilakukan nasabah atau 
mudhorib dalam perjanjian pembiayaan bagi hasil 
mudharabah yang berupa penyitaan jaminan dalam 
pembiayaan bagi hasil mudharabah. Dari hasil analisa 
penulis  HEJB dilakukan setelah nasabah atau mudhorib tidak 
menunjukkan adanya itikad baik dengan peringatan yang 
dilakukan oleh Bank Muamalat cabang Surakarta, baik 
berupa peringatan lisan sampai dengan pemberian Surat 
Peringatan III. Pelaksanaan HEJB di Bank Muamalat cabang 
Surakarta berbeda dengan sita jaminan yang dilakukan oleh 
bank lain di Indonesia. Di Bank Muamalat cabang Surakarta, 
pelaksanaan HEJB dapat dapat dilakukan oleh pihak bank 
atau dapat pula dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan.  
 
 Berdasarkan analisa penulis apabila penjualan jaminan 
dilakukan oleh pihak Bank Muamalat cabang Surakarta maka 
pihak nasabah atau mudhorib selaku pemilik jaminan harus 
membuat surat kuasa untuk Bank Muamalat cabang Surakarta 
untuk melakukan penjualan terhadap barang jaminan guna 
menutupi sisa pembiayaan yang harus dibayar oleh nasabah 
atau mudhorib tersebut. Dan apabila penjualan jaminan 
dilakukan sendiri oleh nasabah atau mudhorib, hasil 
penjualannya akan diserahkan kepada Bank Muamalat 
cabang Surakarta yang kemudian digunakan untuk melunasi 














1. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan bagi hasil 
mudharabah yang dilakukan oleh Bank Muamalat cabang Surakarta 
 
 Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan bagi hasil 
mudharabah yang dilakukan oleh Bank Muamalat cabang 
Surakarta adalah dengan dibentuk dan diberlakukannya kebijakan 
dalam proses pembiayaan bagi hasil mudharabah dari proses 
pengajuan permohonan pembiayaan sampai dengan pelaksanaan 
pembiayaan bagi hasil mudharabah oleh mudhorib di Bank 
Muamalat cabang Surakarta. Kebijakan-kebijakan dalam upaya 
penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan bagi hasil 
mudharabah di Bank Muamalat cabang Surakarta : 
d. Kebijakan permohonan pembiayaan bagi hasil mudharabah 
Kebijakan permohonan pembiayaan bagi hasil 
mudharabah yaitu mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi 
oleh calon nasabah yang akan mengajukan permohonan 
pembiayaan bagi hasil mudharabah. Dalam permohonan 
pembiayaan bagi hasil mudharabah di Bank Muamalat cabang 




4) Persyaratan Umum Pengajuan Permohonan Pembiayaan 
Bagi Hasil mudharabah ( Pembiayaan Rupiah dan US 
Dollar ) 
Dalam pembiayaan bagi hasil mudharabah di Bank 
Muamalat cabang Surakarta setiap terdapat 3 kategori 
pemohon pembiayaan, yaitu pembiayaan komsumtif, 
koperasi, dan korporasi. Dalam upaya penerapan prinsip 
kehati-hatian oleh Bank Muamalat cabang Surakarta, 
setiap kategori pemohon pembiayaan terdapat syarat-
syarat yang bebeda-beda. Dengan adanya syarat-syarat 
yang harus dipenuhi oleh tiap-tiap pihak yang akan 
mengajukan pembiayaan bagi hasil mudharabah, sehingga 
tidak semua pihak dapat mengajukan pembiayaan bagi 
hasil mudharabah di Bank Muamalat cabang Surakarta. 
Ketentuan syarat-syarat ini ditujukan untuk mengukur 
kesanggupan nasabah yang mengajukan permohonan 
pembiayaan bagi hasil mudharabah. 
5) Jaminan dalam Pembiayaan Bagi Hasil mudharabah  
Jaminan yang diberikan dalam pembiayaan bagi 
hasil mudhrabah harus disertai dengan dokumen dan 
keterangan yang lengkapdan menutup jumlah plafond 
pembiayaan yang diajukan sebesar minimal 100% 
berdasarkan nilai likuidasi yang ditetapkan oleh Bank 
Muamalat cabang Surakarta. Selain hal tersebut, penilaian 
jaminan dilakukan langsung oleh pihak dari Bank 
Muamalat cabang Surakarta. 
6) Jangka waktu dan jumlah plafond dalam pembiayaan bagi 
hasil mudharabah 
Jangka waktu pembiayaan bagi hasil mudharabah di 
Bank Muamalat Surakarta adalah minimal 1 bulan dan 




pembiayaan bagi hasil mudharabah di Bank Muamalat 
cabang Surakarta ditentukan berdasarkan ketentuan yang 
diatur dalam peraturan perbankan di Indonesia yang 




e. Kebijakan persetujuan permohonan pembiayaan bagi hasil 
mudharabah 
Sebelum persetujuan pembiayaan bagi hasil 
mudharabah, harus melalui proses penyeleksian permohonan 
pembiayaan bagi hasil mudharabah di Bank Muamalat cabang 
Surakarta yaitu : 
4) Seleksi Administratif 
5) Survey tempat usaha/kondisi usaha 
6) Proses persetujuan 
Tahapan-tahapan yang terdapat dalam proses 
persetujuan sebelum permohonan pembiayaan bagi hasil 
mudharabah di Bank Muamalat cabang Surakarta sebagai 
wujud pelaksanaan prinsip kahati-hatian ( prudent banking 
principle ) adalah : 
i) Pihak Bank Muamalat cabang Surakarta membuat laporan 
administratif . 
j) Pihak Bank Muamalat Surakarta cabang Surakarta 
melakukan bank checking. 
k) Penilaian jaminan yang digunakan sebagai jaminan dalam 
permohonan pembiayaan bagi hasil mudharabah di Bank 
Muamalat cabang Surakarta. 




m) Persetujuan pembiayaan oleh pihak pemegang limit di Bank 
Muamalat cabang Surakarta 
n) Offering later 
o) Akad pembiayaan bagi hasil mudharabah di Bank 
Muamalat cabang Surakarta. 
p) Dropping 
 
f. Kebijakan pengawasan pelaksanaan pembiayaan bagi hasil 
mudharabah 
     Pengawasan atau monitoring yang dilakukan oleh 
Bank Muamalat ini adalah meliputi pengawasan terhadap 
jalannya usaha dan dilihat dari kondisi usaha selama 
pembiayaan bagi hasil mudharabah melalui laporan keuangan 
perusahaan tersebut.  Untuk mendapatkan hasil yang 
maksimal, pengawasan yang dilakukan oleh Bank Muamalat 
cabang Surakarta meliputi pengawasan acak dan pengawasan 
periodik.  
 
2. Upaya penyelesaian wanprestasi oleh nasabah dalam pembiayaan bagi 
hasil mudharabah di Bank Muamalat cabang Surakarta. 
 
Upaya yang dilakukan Bank Muamalat cabang Surakarta 
apabila terjadi wanprestasi dalam pembiayaan bagi hasil  mudharabah 
adalah dengan pendekatan secara lisan yang kemudian dilanjutkan 
dengan pemberian peringatan tertulis yang dikenal dengan Surat 
Peringatan I sampai Surat Peringatan III. Apabila sampai dengan Surat 
Peringatan III tidak didapatkan itikad baik dari nasabah atau mudhorib 
yang melakukan wanprestasi, maka upaya terakhir yang dilakukan 
adalah dengan HEJB atau penjualan jaminan dalam pembiayaan bagi 




Bank Muamalat kepada nasabah yang melakukan wanprestasi 
ditemukan adanya itikad baik sampai dengan Surat Peringatan III, 
maka dapat dilakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap 
pembiayaan bagi hasil mudharabah mudhorib yang bersangkutan. 
  
B. Saran 
1. Bank Muamalat cabang Surakarta hendaknya melaksanakan semua 
kebijakan-kebijakan yang telah dibentuk sehubungan dengan 
pelaksanaan prinsip kehati-hatian  dengan lebih baik lagi, yang 
didukung dengan sumber daya manusia baik. Dalam pelaksanaan 
prosedur dalam pembiayaan bagi hasil mudharabah, Bank Muamalat 
cabang Surakarta hendaknya lebih teliti sehingga akan diperoleh hasil 
keputusan yang tepat mengenai persetujuan permohonan pembiayaan 
bagi hasil mudharabah. Ketelitian yang dumaksud penulis adalah 
dalam pengecekan data dan keterangan yang diberikan nasabah baik 
mengenai identitas diri, tujuan pembiayaan maupun dalam penilaian 
jaminan yang diajukan oleh nasabah. 
2. Untuk pemerintah hendaknya membuat kebijakan yang lebih khusus 
dan jelas mengenai prinsip kahati-hatian sehingga tidak terjadi 
perbedaan penafsiran ketentuan dalam penerapan prinsip kehati-hatian 
yang harus dilakukan oleh setiap bank dalam menjalankan usahanya, 
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UNDANG-UNDANG NOMOR NOMOR 10 TAHUN 1998  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UU No. 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN  
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 




a. bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang 
berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil 
dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ; 
b. bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa 
bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin 
kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian 
kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan ; 
c. bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasi beberapa 
perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan 
penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian 
khususnya sektor Perbankan ; 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di 
atas, dipandang perlu mengubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan dengan Undang-undang ; 
Mengingat : 
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 
1945 ; 
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara 
Tahun 1963 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865) ; 
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara 
Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) ; 
Dengan Persetujuan 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan :  
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG 
NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN 
Pasal I 
Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 





Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 
1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup 





2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 
bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak ; 
3. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional 
dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa 
dalam lalu lintas pembayaran ; 
4. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 
konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak 
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran ; 
5. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank 
berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat 
deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ; 
6. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan 
menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan 
pemindahbukuan ; 
7. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu 
tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank ; 
8. Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti 
penyimpannya dapat dipindahtangankan ; 
9. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut 
syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, 
dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu ; 
10. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas 
kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari 
penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar 
uang ; 
11. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan 
pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah 
jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga ; 
12. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan 
yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara 
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 
mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan 
imbalan atau bagi hasil ; 
13. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank 
dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, 
atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain 
pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan 
berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang 
dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal 
berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan 
pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain 
(ijarah wa iqtina) ; 
14. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara 
Bank Umum dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan 
tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut ; 
15. Wali Amanat adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum 
dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak 




16. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank ; 
17. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam 
bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-undang yang berlaku ; 
21. Pimpinan Bank Indonesia adalah pimpinan sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-undang yang berlaku ; 
22. Pihak Terafiliasi adalah : 
a. anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, atau 
karyawan bank ; 
b. anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan 
bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 
c. pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, 
penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya ; 
d. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi 
pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga 
Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, keluarga pengurus ; 
23. Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank 
dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip 
Syariah ; 
24. Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan 
kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan melalui skim asuransi, 
dan penyangga, atau skim lainnya; 
25. Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap 
mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainya 
dengan atau tanpa melikuidasi; 
26. Konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara 
mendirikan bak baru dan membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa 
likuidasi; 
27. Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank; 
28. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan 
mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya."  
BAB II 
ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN 
 
Pasal 2 
Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan 
menggunakan prinsip kehati-hatian. 
Pasal 3 
Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana 
masyarakat. 
Pasal 4 
Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam 
rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah 
peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. 
BAB III 









1. Menurut jenisnya, bank terdiri dari : 
a. Bank Umum ; 
b. Bank Perkreditan Rakyat. 
2. Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu 




Usaha Bank Umum 
Pasal 6 
Usaha Bank Umum meliputi : 
a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito 
berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang 
dipersamakan dengan itu ; 
b. memberikan kredit ; 
c. menerbitkan surat pengakuan hutang ; 
d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan 
dan atas perintah nasabahnya : 
1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa 
berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat 
dimaksud ; 
2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak 
lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud ; 
3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah ; 
4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ; 
5. obligasi ; 
6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun ; 
7.  instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) 
tahun ; 
e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan 
nasabah ; 
f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada 
bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun 
dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya ; 
g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan 
perhitungan dengan antar pihak ketiga ; 
h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga ; 
i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu 
kontrak ; 
j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk 
surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek ; 
k. dihapus ; 
l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat ; 
m. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip 




n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak 
bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.  
  
Pasal 7 
Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Umum 
dapat pula : 
a. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia ; 
b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang 
keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, 
serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi 
ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ; 
c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat 
kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan 
syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia ; dan 
d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan 
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku. 
Pasal 8 
1. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank 
Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau 
itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi 
utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang 
diperjanjikan. 
2. Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan 
pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia. 
Pasal 9 
1. Bank Umum yang menyelenggarakan kegiatan penitipan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 huruf i, bertanggung jawab untuk menyimpan harta milik penitip, 
dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak. 
2. Harta yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri. 
3. Dalam hal bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan pada bank 
tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan kepada 
penitip yang bersangkutan. 
Pasal 10 
Bank Umum dilarang : 
a. melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf 
b dan huruf c ; 
b. melakukan usaha perasuransian ; 
c. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
6 dan Pasal 7 
Pasal 11 
1. Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian 
kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, 
penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat 
dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait 
termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan 




2. Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30 
% (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia. 
3. Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberikan 
kredit, atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, 
penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat 
dilakukan oleh bank kepada : 
a. pemegang saham yang memiliki 10 % (sepuluh perseratus) atau lebih dari 
modal disetor bank ; 
b. anggota Dewan Komisaris ; 
c. anggota Direksi ; 
d. keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c 
; 
e. pejabat bank lainnya ; dan  
f. perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-
pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan 
huruf e. 
4. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank 
dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan 
berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) 
dan ayat (4). 
Pasal 12 
1. Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak 
melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, Pemerintah bersama 
Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan Bank Umum. 
2. Ketentuan mengenai kerjasama dengan Bank Umum sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
Pasal 12 A 
1. Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui 
pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela 
oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari 
pemilik agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya 
kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan 
secepatnya. 
2. Ketentuan mengenai tata cara pembelian agunan dan pencairannya sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
  
Bagian Ketiga 
Usaha Bank Perkreditan Rakyat 
Pasal 13 
Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi : 
a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito 
berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ; 
b. memberikan kredit ; 
c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, 
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ; 
d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito 
berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. 
Pasal 14 




a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran ; 
b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing ; 
c. melakukan penyertaan modal ; 
d. melakukan usaha perasuransian ; 
e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
13. 
Pasal 15 




PERIZINAN, BENTUK HUKUM 
DAN KEPEMILIIKAN 
 
Bagian Pertama  
Perizinan 
Pasal 16 
1. Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank 
Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali 
apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan 
Undang-undang tersendiri. 
2. Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-
kurangnya tentang : 
a. susunan organisasi dan kepengurusan ; 
b. permodalan ; 
c. kepemilikan ; 
d. keahlian di bidang Perbankan ; 
e. kelayakan rencana kerja. 
3. Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 




1. Pembukaan kantor cabang Bank Umum hanya dilakukan dengan izin Pimpinan 
Bank Indonesia. 
2. Pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di 
luar negeri dari Bank Umum hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank 
Indonesia. 
3. Pembukaan kantor di bawah kantor cabang Bank Umum wajib dilaporkan 
terlebih dahulu kepada Bank Indonesia. 
4. Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor Bank Umum dilaporkan terlebih 
dahulu kepada Bank Indonesia. 
Pasal 19 
1. Pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dilakukan 
dengan izin Pimpinan Bank Indonesia. 
2. Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor Bank Perkreditan Rakyat 





1. Pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari 
suatu bank yang berkedudukan di luar negeri, hanya dapat dilakukan dengan izin 
Pimpinan Bank Indonesia. 
2. Pembukaan kantor di bawah kantor cabang pembantu dari bank sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia. 
3. Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor-kantor sebagaimana dimaksud dalam 





1. Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa : 
a. Perseroan Terbatas ; 
b. Koperasi ; atau 
c. Perusahaan Daerah. 
2. Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari : 
a. Perusahaan Daerah ; 
b. Koperasi ; 
c. Perseroan Terbatas ; 
d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 
3. Bentuk hukum dari kantor perwakilan dan kantor cabang bank yang 





1. Bank Umum hanya dapat didirikan oleh : 
a. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia ; atau 
b. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga 
negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan. 
2. Ketentuan mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-pihak 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia. 
Pasal 23 
Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia 
yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki 
bersama di antara ketiganya. 
Pasal 24 
Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum koperasi, 
kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang tentang 
perkoperasian yang berlaku. 
Pasal 25 
Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum perseroan terbatas, 
sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama. 
Pasal 26 
1. Bank Umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek. 
2. Warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia dan atau 
badan hukum asing dapat membeli saham Bank Umum, baik secara langsung dan 
atau melalui bursa efek. 
3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut 





Perubahan kepemilikan bank wajib : 
a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 22, 
Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 ; dan 
b. dilaporkan kepada Bank Indonesia. 
Pasal 28 
1. Merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin Pimpinan 
Bank Indonesia. 




PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
 
Pasal 29 
1. Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. 
2. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan 
kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, 
solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib 
melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. 
3. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan 
melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak 
merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada 
bank. 
4. Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai 
kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah 
yang dilakukan melalui bank. 
5. Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), 
ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia. 
Pasal 30 
1. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan 
penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank 
Indonesia. 
2. Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi 
pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib 
memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari 
segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang 
bersangkutan. 
3. Keterangan tentang bank yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak diumumkan dan bersifat rahasia. 
Pasal 31 
Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun 
setiap waktu apabila diperlukan. 
Pasal 31 A 
Bank Indonesia dapat menugaskan Akuntan Publik untuk dan atas nama Bank Indonesia 







1. Laporan pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31 
A bersifat rahasia. 
2. Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 
dan Pasal 31 A ditetapkan oleh Bank Indonesia. 
Pasal 34 
1. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan 
laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu 
dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 
2. Neraca serta perhitungan laba/rugi tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik. 
3. Tahun buku bank adalah tahun takwim. 
Pasal 35 
Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi dalam waktu dan bentuk 
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 
Pasal 36 
Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 34 ayat (2) bagi Bank Perkreditan Rakyat. 
Pasal 37 
1. Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan 
usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar : 
a. pemegang saham menambah modal ; 
b. pemegang saham menganti Dewan Komisaris dan atau Direksi bank ; 
c. bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah 
yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya ; 
d. bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain ; 
e. bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban ; 
f. bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada 
pihak lain ; 
g.  bank dijual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank 
atau pihak lain. 
    2   Apabila : 
a. tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk mengatasi 
kesulitan yang dihadapi bank ; dan 
b.  menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan 
sistem Perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank 
dan memerintahkan Direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat 
Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan 
membentuk tim likuidasi. 
3. Dalam hal Direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pimpinan Bank Indonesia meminta 
kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan 
hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Pasal 37 A 
1. Apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan Perbankan yang 
membahayakan perekonomian nasional, atas permintaan Bank Indonesia, 
Pemerintah setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik 





2. Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan program 
penyehatan terhadap bank-bank yang ditetapkan dan diserahkan kepada badan 
dimaksud. 
3. Dalam melaksanakan program penyehatan terhadap bank-bank khusus 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai wewenang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) serta wewenang lain yaitu : 
a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham 
termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham ; 
b. mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan wewenang Direksi dan 
Komisaris Bank ; 
c. menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan atas kekayaan 
milik atau yang menjadi hak-hak bank, termasuk kekayaan bank yang berada 
pada pihak manapun, baik di dalam maupun di luar negeri, baik secara 
langsung maupun melalui penawaran umum ; 
d. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan atau mengubah kontrak yang 
mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut pertimbangan badan 
khusus merugikan bank ; 
e. menjual atau mengalihkan kekayaan bank, Direksi, Komisaris, dan pemegang 
saham tertentu di dalam negeri ataupun di luar negeri, baik secara langsung 
maupun melalui penawaran umum ; 
f. menjual atau mengalihkan tagihan bank dan atau menyerahkan 
pengelolaannya kepada pihak lain, tanpa memerlukan persetujuan Nasabah 
Debitur ; 
g. mengalihkan pengelolaan kekayaan dan atau manajemen bank kepada pihak 
lain ; 
h. melakukan penyertaan modal sementara pada bank, secara langsung atau 
melalui pengonversian tagihan badan khusus menjadi penyertaan modal pada 
bank ; 
i. melakukan penagihan piutang bank yang sudah pasti dengan menerbitkan 
Surat paksa ; 
j. melakukan pengosongan atas tanah dan atau bangunan milik atau yang 
menjadi hak bank yang dikuasai oleh pihak lain, baik sendiri maupun dengan 
bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang ; 
k. melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk memperoleh segala keterangan 
yang diperlukan dari dan mengenai bank dalam program penyehatan, dan 
pihak manapun yang terlibat atau patut terlibat, atau mengetahui kegiatan yang 
merugikan bank dalam program penyehatan tersebut ; 
l. menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami bank dalam program 
penyehatan dan membebankan kerugian tersebut kepada modal bank yang 
bersangkutan, dan bilamana kerugian tersebut terjadi karena kesalahan atau 
kelalaian Direksi, Komisaris, dan atau pemegang saham, maka kerugian 
tersebut akan dibebankan kepada yang bersangkutan ; 
m. menetapkan jumlah tambahan modal yang wajib disetor oleh pemegang saham 
bank dalam program penyehatan ; 
n. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan 
wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf m. 
4. Tindakan penyehatan Perbankan oleh badan khusus sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (3) adalah sah berdasarkan Undang-undang ini. 
5. Atas permintaan badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bank 




mengenai usahanya termasuk memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-
buku dan berkas yang ada padanya, dan wajib memberikan bantuan yang 
diperlukan dalam rangka memperoleh keterangan, dokumen, dan penjelasan yang 
diperoleh bank dimaksud. 
6. Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf k wajib memberikan 
keterangan dan penjelasan yang diminta oleh badan khusus. 
7. Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan 
laporan kegiatan kepada Menteri Keuangan. 
8. Apabila menurut penilaian Pemerintah, badan khusus telah menyelesaikan 
tugasnya, Pemerintah menyatakan berakhirnya badan khusus tersebut ; 
9. Ketentuan yang diperlukan bagi pelaksanaan Pasal ini diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah. 
Pasal 37 B 
1. Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang 
bersangkutan. 
2. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan. 
3. Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk 
badan hukum Indonesia. 
4. Ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan Lembaga Penjamin 
Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
BAB VI 
DEWAN KOMISARIS, DIREKSI 
DAN TENAGA ASING 
Pasal 38 
1. Pengangkatan keanggotaan dewan komisaris dan direksi bank, wajib memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 17. 
2. Perubahan keanggotaan dewan komisaris dan direksi bank sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia. 
Pasal 39 
1. Dalam menjalankan kegiatannya, bank dapat menggunakan tenaga asing. 
2. Persyaratan mengenai penggunaan tenaga asing sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 
Pasal 40 
1. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan 
simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 
A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A. 
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak 
Terafiliasi. 
Pasal 41 
1. Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan 
Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar 
memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat 
mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.  
2. Perintah tertulis sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus menyebutkan 
nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki 
keterangannya. 
Pasal 41 A  
1. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan 




Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang 
Negara / Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank 
mengenai simpanan Nasabah Debitur.  
2. Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas 
permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Ketua 
Panitia Urusan Piutang Negara.  
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan 
jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan 
Piutang Negara, nama Nasabah Debitur yang bersangkutan dan alasan 
diperlukannya keterangan. 
Pasal 42  
1. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia 
dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh 
keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.  
2. Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas 
permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa agung, atau 
Ketua Mahkamah Agung.  
3. Permintaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama 
dan jabatan polisi, jaksa atau hakim, nama tersangka /terdakwa, alasan 
diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan 
dengan keterangan yang diperlukan. 
Pasal 42 A 
Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A 
dan Pasal 42. 
Pasal 43 
Dalam perkara perdata antar bank dengan nasabahnya, Direksi bank yang bersangkutan 
dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang 
bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut. 
Pasal 44  
1. Dalam tukar menukar informasi antar bank, Direksi bank dapat memberitahukan 
keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.  
2. Ketentuan mengenai tukar menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia. 
Pasal 44 A  
1. Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat 
secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah 
Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh 
Nasabah Penyimpan tersebut.  
2. Dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari 
Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan 
mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut. 
Pasal 45 
Pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44, berhak untuk mengetahui isi 










1. Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa 
izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, 
diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling 
lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 
20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). 
2. Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan 
hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, 
maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap 
badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberikan 
perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam 
perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya. 
Pasal 47 
1. Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, dan Pasal 42, 
dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan 
keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana 
penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta 
denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan 
paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). 
2. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya 
dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 
40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta 
denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan 
paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 
Pasal 47 A 
Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak 
memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 A 
dan Pasal 44 A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan 
paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat 
miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 
Pasal 48 
1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja 
tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan 
pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) 
tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 
dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 
2. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan lalai 
memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan 
pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun 
dan atau denda sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 
dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 
Pasal 49 
1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja : 
a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau 
dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, 




b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya 
pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen 
atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ; 
c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan 
adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam 
dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu 
bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, 
menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan 
pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima 
belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh 
miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar 
rupiah). 
2. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja : 
a.  meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu 
imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk 
keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka 
mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh 
uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka 
pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, 
cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka 
memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana 
yang melebihi batas kreditnya pada bank ; 
b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan 
ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam 
dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 
(delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar 
rupiah). 
Pasal 50 
Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang 
diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang 
ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan 
pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta 
denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 
Pasal 50 A 
Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau 
pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank 
tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank 
terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-
kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-
kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 
200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). 
Pasal 51 
1. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47 A, 
Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50 A adalah kejahatan. 






1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
47, Pasal 47 A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 A, Bank Indonesia dapat 
menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi 
kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, atau Pimpinan 
Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan. 
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah : 
a. denda uang ; 
b. teguran tertulis ; 
c. penurunan tingkat kesehatan bank ; 
d. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring ; 
e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun 
untuk bank secara keseluruhan ; 
f. pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat 
pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat 
Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank 
Indonesia ; 
g. pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar 
orang tercela di bidang Perbankan. 
3. Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh Bank 
Indonesia. 
Pasal 53 
Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bank 
Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada pihak terafiliasi yang tidak 
memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini atau 






1. Dengan berlakunya Undang-undang ini : 
a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 21 Tahun 1960 
tentang Bank Pembangunan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 
65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1996) ; 
b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2490) ; 
c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946 
(Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2870) ; 
d. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1968 tentang Bank Dagang Negara 
(Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2871) ; 
e. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1968 tentang Bank Bumi Daya (Lembaran 
Negara Tahun 1968 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2872) ; 
f. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 




g. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia 
(Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2874) ; 
h. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1968 tentang Bank Ekspor Impor Indonesia 
(Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2875) ; 
2. Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bank yang didirikan 
berdasarkan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib 
memenuhi ketentuan dalam Undang-undang ini. 
3. Dalam hal bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah menyesuaikan 
dengan ketentuan dalam Undang-undang ini lebih awal dari jangka waktu 
sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (1), maka Undang-undang sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), menjadi tidak berlakul lagi. 
Pasal 55 
Bank yang telah memiliki izin usaha pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, 
dinyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkan Undang-undang ini. 
Pasal 56 
Ketentuan batas maksimum pemberian kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 
(2) dan ayat (4), wajib dipenuhi oleh bank selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 
(lima) tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini. 
Pasal 57 
Lembaga Keuangan Bukan Bank yang telah memiliki izin usaha dari Menteri pada saat 
Undang-undang ini mulai berlaku, dapat menyesuaikan kegiatan usahanya sebagai bank 
berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini, selambat-lambatnya dalam jangka 
waktu 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini. 
Pasal 58 
Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), 
Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan 
(BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), 
Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan / atau lembaga-lembaga lainnya yang 
dipersamakan dengan itu diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan 
Undang-undang ini dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah. 
Pasal 59 
Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-
undang ini sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, dinyatakan tetap 
berlaku sampai dengan dicabut, diganti atau diperbaharui. 
Pasal 59 A 
Badan khusus yang melakukan tugas penyehatan Perbankan yang telah ada sebelum 





Dengan berlakunya Undang-undang ini maka : 
1. Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357 tanggal 14 September 1929 tentang Aturan-
aturan mengenai Badan-badan Kredit Desa dalam propinsi-propinsi di Jawa dan 




2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Swasta 
(Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
2489) ; 
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan 
(Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 




1. Dengan berlakunya Undang-undang ini, Peraturan tentang Usaha Perkreditan 
Yang Diselenggarkan Oleh Kelurahan Di Daerah Kadipaten Paku Alaman 
(Rijksblaad Dari Daerah Paku Alaman Tahun 1937 Nomor 9), dinyatakan tidak 
berlaku. 
2. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
 
Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 10 Nopember 1998 




BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE 
 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 10 Nopember 1998 
 












PERATURAN BANK INDONESIA  
Nomor: 7/3/PBI/2005  
TENTANG  





GUBERNUR BANK INDONESIA,  
  
Menimbang : a. bahwa konsentrasi penyediaan dana bank kepada  
peminjam atau suatu kelompok peminjam merupakan  
salah satu penyebab kegagalan usaha bank;  
 b. bahwa dalam rangka menghindari kegagalan usaha bank  
sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana, bank wajib  
menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan  
dana antara lain dengan menerapkan penyebaran/  
diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan;  
 c. bahwa inovasi perbankan menyebabkan berkembangnya  
jenis penyediaan dana yang struktur risikonya semakin  
kompleks;  
 d. bahwa dalam melaksanakan perannya dalam  
perekonomian, bank perlu melakukan langkah-langkah  
untuk dapat mendukung pertumbuhan ekonomi,  
termasuk membiayai sektor riil, dengan tetap  
memperhatikan prinsip kehati-hatian;  
  
 e.  bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk mengatur  
kembali ketentuan tentang batas maksimum pemberian  
kredit bank umum dalam suatu Peraturan Bank  
Indonesia;  
  
Mengingat :    a.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang  
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia  




Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah  
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998  
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 3790);  
 b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank  
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah  
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4357);  
  
M E M U T U S K A N:  
  
Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG BATAS  
MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK UMUM.  
  
BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1  
Dalam Peraturan Bank Indonesia  ini yang dimaksud dengan:  
1.  Bank  adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan  
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank  
asing.  




BMPK adalah persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan  
terhadap modal Bank.  
3.  Penyediaan Dana adalah penanaman dana Bank dalam bentuk:  
a.  kredit;  
b.  surat berharga;  
c.  penempatan;  
d.  surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali;  
e.  tagihan akseptasi;  
f.  derivatif kredit (credit derivative);  
g.  transaksi rekening administratif;  
h.  tagihan derivatif;   
i.  potential future credit exposure;  
j.  penyertaan modal;  
k.  penyertaan modal sementara;  
l.  bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan  
huruf a sampai dengan huruf k.  
4.  Modal adalah:   
a.  modal inti  dan modal pelengkap bagi Bank yang berkantor pusat di  
Indonesia; atau  
b.  dana bersih kantor pusat dan kantor-kantor cabang lainnya di luar  
negeri (Net Head Office Fund), bagi kantor cabang bank asing,  
sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban  
Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.  
5.  Pihak Terkait adalah perseorangan atau perusahaan/badan yang mempunyai  
hubungan pengendalian dengan Bank, baik secara langsung maupun tidak  
langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan atau  
keuangan.  




diperkenankan dengan persentase Penyediaan Dana terhadap Modal Bank  
pada saat pemberian Penyediaan Dana.  
7.  Pelampauan BMPK adalah selisih lebih antara persentase BMPK yang  
diperkenankan dengan persentase Penyediaan Dana terhadap Modal Bank  
pada saat tanggal laporan dan tidak termasuk Pelanggaran BMPK  
sebagaimana dimaksud pada angka 6.  
8.  Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan  
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam  
antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk  
melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga,  
termasuk:  
a.  cerukan (overdraft) yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah  
yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;  
b.  pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;  
c.  pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.  
9.  Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas  
kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban  
dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal  
dan pasar uang.  
10.  Penempatan adalah penanaman dana Bank pada bank lain, dalam bentuk  
giro, interbank call money, deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit,  
dan penanaman dana lainnya yang sejenis.  
11.  Surat Berharga Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali adalah pembelian  
Surat Berharga dari pihak lain yang dilengkapi dengan perjanjian untuk  
menjual kembali kepada pihak lain tersebut pada akhir periode dengan  
harga atau imbalan yang telah disepakati sebelumnya (reverse repurchase  
agreement).  




dilakukan terhadap wesel berjangka.  
13.  Tagihan Derivatif adalah tagihan karena potensi keuntungan dari suatu  
perjanjian/kontrak transaksi derivatif (selisih positif antara nilai kontrak  
dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan), termasuk  
potensi keuntungan karena mark to market dari transaksi spot yang masih  
berjalan.  
14.  Potential Future Credit Exposure adalah seluruh potensi keuntungan dari  
suatu perjanjian/kontrak transaksi derivatif selama umur kontrak, yang  
ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari nilai nosional  
perjanjian/kontrak transaksi derivatif tersebut.   
15.  Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada  
bank atau perusahaan di bidang keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam  
peraturan  perundang-undangan  yang berlaku seperti perusahaan sewa guna   
  
usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring  
penyelesaian dan penyimpanan, termasuk penanaman dalam bentuk surat  
utang konversi (convertible bonds) dengan opsi saham (equity options) atau  
jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki  
saham pada bank dan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan  
lainnya.  
16.  Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal oleh Bank pada  
perusahaan peminjam untuk mengatasi kegagalan kredit (debt to equity  
swap), termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (convertible  
bonds) dengan opsi saham (equity options) atau jenis transaksi tertentu yang  
berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan  
peminjam.  
17.  Transaksi Rekening Administratif adalah kewajiban komitmen dan  




(L/C), stand-by letter of credit (SBLC), dan atau kewajiban komitmen dan  
kontinjensi lain, kecuali fasilitas Kredit yang belum ditarik.   
18.  Peminjam adalah nasabah perorangan atau perusahaan / badan yang  
memperoleh Penyediaan Dana dari Bank, termasuk:  
a.  debitur, untuk Penyediaan Dana berupa Kredit;  
b.  penerbit Surat Berharga, pihak yang menjual Surat Berharga, manajer  
investasi kontrak investasi kolektif, dan atau reference entity, untuk  
Penyediaan Dana berupa Surat Berharga;   
c.  pihak yang mengalihkan risiko kredit (protection buyer) dan atau  




d.  pemohon (applicant),  untuk Penyediaan Dana berupa jaminan  
(guarantee), letter of credit (L/C), standby letter of credit (SBLC), atau  
instrumen serupa lainnya;  
e.  pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal (investee), untuk  
Penyediaan Dana berupa Penyertaan Modal;  
f.  Bank atau debitur, untuk Penyediaan Dana berupa tagihan akseptasi;  
g.  pihak lawan transaksi (counterparty), untuk Penyediaan Dana berupa  
Penempatan dan transaksi derivatif;  
h.  pihak lain yang wajib melunasi tagihan kepada Bank.  
19.  Reference Entity adalah pihak yang berutang atau mempunyai kewajiban  
membayar (obligor) dari aset yang yang mendasari (underlying reference  
asset), termasuk:  
a.  penerbit dari Surat Berharga  yang ditetapkan sebagai aset yang  
mendasari (underlying reference asset);  




tagihan yang dialihkan dan ditetapkan sebagai aset yang mendasari  
(underlying reference asset).  
20.  Komisaris:  
a.  bagi perusahaan berbentuk hukum perseroan terbatas adalah Komisaris  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor  
1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;  
b.  bagi perusahaan berbentuk hukum perusahaan daerah adalah  
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;  
c.  bagi perusahaan berbentuk hukum koperasi adalah pengawas  
sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 38  Undang-Undang   Nomor  25   
Tahun 1992 tentang Perkoperasian,  
termasuk pejabat yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan.  
21.  Direksi:  
a.  bagi perusahaan berbentuk hukum perseroan terbatas adalah Direksi  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor  
1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;  
b.  bagi perusahaan berbentuk hukum perusahaan daerah adalah Direksi  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;  
c.  bagi perusahaan berbentuk hukum koperasi adalah pengurus  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25  
Tahun 1992 tentang Perkoperasian,  
termasuk pejabat yang mempunyai wewenang sebagaimana Direksi.  
22.  Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada  






Pasal 2  
(1)  Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam  
memberikan Penyediaan Dana, khususnya Penyediaan Dana kepada  Pihak  
Terkait dan atau Penyediaan Dana besar (large exposures).   
(2)  Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank wajib memiliki pedoman  
kebijakan dan prosedur tertulis tentang Penyediaan Dana kepada Pihak  
Terkait dan atau Penyediaan Dana besar (large exposures).  
 (3)  Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang Penyediaan Dana kepada  
Pihak Terkait dan Penyediaan Dana besar (large exposures) sebagaimana  
dimaksud pada ayat (2) paling kurang mencakup:  
a.  standar dan kriteria untuk melakukan seleksi dan penilaian kelayakan  
Peminjam dan kelompok Peminjam;    
b.  standar dan kriteria untuk penetapan batas (limit) Penyediaan Dana;  
c.  sistem informasi manajemen Penyediaan Dana;   
d.  sistem pemantauan terhadap Penyediaan Dana; dan  
e.  penetapan langkah pengendalian untuk mengatasi konsentrasi  
Penyediaan Dana.  
(4)  Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang Penyediaan Dana  
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang sama atau lebih         
berhati-hati (prudent) dibandingkan dengan kebijakan dan prosedur  
pelaksanaan manajemen risiko kredit secara umum.  
(5)  Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang Penyediaan Dana  
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dikaji ulang secara periodik  
paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.  
(6)  Pedoman kebijakan dan prosedur tentang Penyediaan Dana sebagaimana  
dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  




ketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank  
Umum.   
  
Pasal 3  
Bank dilarang:  
a.  membuat suatu  perikatan atau perjanjian atau menetapkan persyaratan yang   
mewajibkan Bank untuk memberikan Penyediaan Dana yang akan  
mengakibatkan terjadinya Pelanggaran BMPK; dan  
b.  memberikan Penyediaan Dana yang mengakibatkan Pelanggaran BMPK.  
  
BAB II  
BMPK KEPADA PIHAK TERKAIT  
Pasal 4  
Seluruh portofolio Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dengan Bank  
ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari Modal Bank.   
  
Pasal 5  
(1)  Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait yang  
bertentangan dengan prosedur umum Penyediaan Dana yang berlaku.   
(2)  Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait tanpa  
persetujuan dewan Komisaris Bank.  
(3)  Bank dilarang membeli aktiva berkualitas rendah dari Pihak Terkait.  
(4)  Apabila kualitas Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait menurun menjadi  
kurang lancar, diragukan, atau macet, Bank wajib mengambil langkah- 
langkah penyelesaian untuk memperbaiki antara lain dengan cara:   
a.  pelunasan kredit selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam  
puluh) hari sejak turunnya kualitas Penyediaan Dana; dan atau  






Pasal 6  
(1)  Penyediaan Dana kepada Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait  
yang disalurkan dan atau digunakan untuk keuntungan Pihak Terkait  
digolongkan sebagai Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait.  
(2)  Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait yang menerima Penyediaan  
Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai Pihak  
Terkait.  
  
Pasal 7  
Dalam hal Bank akan memberikan Penyediaan Dana dalam bentuk Penyertaan  
Modal yang mengakibatkan pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal  
(investee) menjadi Pihak Terkait, Bank wajib memastikan:  
a.  rencana Penyediaan Dana tersebut tidak melanggar ketentuan sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 4;  
b.  Penyediaan Dana yang akan dan telah diberikan kepada investee tersebut  
setelah ditambah dengan seluruh portfolio Penyediaan Dana kepada Pihak  
Terkait yang telah ada tidak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 4;   
c.  persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipenuhi.  
  
Pasal 8  
(1)  Pihak Terkait meliputi:  
a.  perseorangan atau perusahaan/badan yang merupakan pengendali  
Bank;  
b.  perusahaan/badan dimana Bank bertindak sebagai pengendali;  




pengendali dari perusahaan sebagaimana dimaksud pada  huruf b;  
d.  perusahaan dimana:  
1)  perseorangan dan atau  perusahaan/badan sebagaimana dimaksud  
pada huruf a bertindak sebagai pengendali;  
2)  perseorangan dan atau  perusahaan/badan sebagaimana dimaksud  
pada huruf c bertindak sebagai pengendali;  
e.  Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif Bank;  
f.  pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat  
kedua, baik horisontal maupun vertikal:    
1)  dari perseorangan yang merupakan pengendali Bank sebagaimana  
dimaksud pada huruf a;  
2)  dari Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada Bank  
sebagaimana dimaksud pada huruf e.  
g.  Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada perusahaan  
sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan atau          
huruf d;  
h.  perusahaan/badan yang Komisaris, Direksi,  dan atau Pejabat  
Eksekutifnya merupakan:  
1)  Komisaris, Direksi,  dan atau Pejabat Eksekutif pada Bank;  
2)  Komisaris, Direksi, dan atau Pejabat Eksekutif pada  
perusahaan/badan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b,  
huruf c, dan atau huruf d;  
i.  perusahaan/badan dimana:  
1)  Komisaris, Direksi, dan atau Pejabat Eksekutif Bank sebagaimana  
dimaksud pada huruf e bertindak sebagai pengendali;  
  
2)  Komisaris, Direksi, dan atau Pejabat Eksekutif dari pihak-pihak  




huruf d, bertindak sebagai pengendali;  
j.  perusahaan/badan yang memiliki ketergantungan keuangan (financial  
interdependence) dengan Bank dan atau pihak sebagaimana dimaksud  
pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g,           
huruf h, dan atau huruf i;  
k.  kontrak investasi kolektif dimana Bank dan atau pihak-pihak  
sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e,  
huruf f, huruf g, huruf h, dan atau huruf i, memiliki 10% (sepuluh  
perseratus) atau lebih saham pada manajer investasi kontrak investasi  
kolektif tersebut;  
l.  Peminjam berupa perseorangan atau perusahaan/badan bukan bank  
yang memberikan jaminan kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud  
pada huruf a sampai dengan huruf k;  
m.  Peminjam yang diberikan jaminan oleh pihak-pihak sebagaimana  
dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf k;  
n.  bank lain yang memberikan jaminan kepada pihak-pihak sebagaimana  
dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf k sepanjang terdapat  
counterguarantee dari Bank dan atau pihak-pihak sebagaimana  
dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf k kepada bank lain  
tersebut.  
(2)  Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf  
c adalah apabila perseorangan atau perusahaan/badan secara langsung atau  
tidak langsung:  
a.  memiliki secara sendiri atau bersama-sama 10% (sepuluh perseratus)  
atau lebih saham Bank atau perusahaan/badan lain;  
b.  memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila  
digunakan akan menyebabkan pihak tersebut  memiliki dan atau  




perseratus)  atau lebih saham Bank atau perusahaan/badan lain;  
c.  melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai  
tujuan bersama dalam mengendalikan Bank atau perusahaan/badan  
lain (acting in concert), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan  
pihak lain, sehingga secara bersama-sama memiliki dan atau  
mengendalikan  10% (sepuluh perseratus) atau lebih saham Bank atau  
perusahaan/badan lain;  
d.  melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai  
tujuan bersama dalam mengendalikan Bank atau perusahaan/badan  
(acting in concert), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak  
lain tersebut, sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau  
hak lainnya untuk memiliki saham, yang apabila hak tersebut  
dilaksanakan menyebabkan pihak-pihak tersebut memiliki dan atau  
mengendalikan secara bersama-sama 10% (sepuluh perseratus) atau  
lebih saham Bank atau perusahaan/badan lain;  
e.  memiliki kewenangan dan atau kemampuan untuk menyetujui,  
mengangkat dan atau memberhentikan anggota Komisaris dan atau  
Direksi Bank atau perusahaan/badan  lain;  
f.  memiliki kemampuan untuk menentukan (controlling influence)  
kebijakan operasional atau kebijakan keuangan Bank atau  
perusahaan/badan  lain;  
g.  mengendalikan 1 (satu) atau lebih perusahaan lain yang secara  
keseluruhan memiliki dan atau mengendalikan secara bersama-sama  
10%    (sepuluh     perseratus)     atau      lebih     saham     Bank     atau   
Perusahaan perusahaan/badan lain;  
h.  melakukan pengendalian terhadap pengendali sebagaimana dimaksud  
pada huruf a dan huruf g.  




apabila perseorangan atau perusahaan/badan secara langsung atau tidak  
langsung:  
a.  memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih saham perusahaan/badan  
lain dan porsi kepemilikan tersebut merupakan porsi yang terbesar;  
b.  memiliki secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima  
perseratus) atau lebih saham perusahaan/badan lain;  
c.  memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila  
digunakan akan menyebabkan pihak tersebut  memiliki dan atau  
mengendalikan saham perusahaan/badan lain sebagaimana dimaksud  
pada huruf a atau huruf b;  
d.  melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai  
tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan/badan lain (acting in  
concert), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain,  
sehingga secara bersama-sama memiliki dan atau mengendalikan   
saham perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a atau       
huruf b;  
e.  melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai  
tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan/badan (acting in  
concert), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain  
tersebut, sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak  
lainnya untuk memiliki saham, yang apabila hak tersebut dilaksanakan  
menyebabkan pihak-pihak tersebut memiliki dan atau mengendalikan  
secara   bersama-sama   saham   perusahaan/badan   lain   sebagaimana   
dimaksud 
dimaksud pada huruf a atau huruf b;  
f.  memiliki kewenangan dan atau kemampuan untuk menyetujui,  
mengangkat dan atau memberhentikan anggota Komisaris dan atau  




g.  memiliki kemampuan untuk menentukan (controlling influence)  
kebijakan operasional atau kebijakan keuangan perusahaan/badan  lain.  
  
Pasal 9  
(1)  Kantor pusat dan kantor cabang lainnya dari kantor cabang bank asing tidak  
termasuk dalam pengertian Pihak Terkait dengan kantor cabang bank asing  
tersebut.  
(2)  Pihak Terkait dengan kantor pusat dari kantor cabang bank asing termasuk  
dalam pengertian Pihak Terkait dengan kantor cabang bank asing tersebut.  
  
Pasal 10  
(1)  Bank wajib memiliki dan menatausahakan daftar rincian Pihak Terkait  
dengan Bank.  
(2)  Daftar rincian Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib  
disampaikan Bank kepada Bank Indonesia:   
a.  untuk pertama kali paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya  
Peraturan Bank Indonesia ini; dan  
b.  2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun apabila terdapat perubahan            
masing-masing untuk posisi Juni dan posisi Desember, paling lambat  
pada bulan berikutnya.  
(3)  Bank Indonesia dapat sewaktu-waktu meminta Bank menyampaikan daftar  
rincian Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  
BAB III  
BMPK KEPADA PIHAK TIDAK TERKAIT  
Pasal 11  
(1)  Penyediaan Dana kepada 1 (satu) Peminjam yang bukan merupakan Pihak  





(2)  Penyediaan Dana kepada 1 (satu) kelompok Peminjam yang bukan  
merupakan Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima  
perseratus) dari Modal Bank.  
  
Pasal 12  
(1)  Peminjam digolongkan sebagai anggota suatu kelompok Peminjam  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) apabila Peminjam  
mempunyai hubungan pengendalian dengan Peminjam lain baik melalui  
hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan atau keuangan, yang meliputi:   
a.  Peminjam merupakan pengendali Peminjam lain;  
b.  1 (satu) pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa  
Peminjam (common ownership);  
c.  Peminjam memiliki ketergantungan keuangan (financial  
interdependence) dengan Peminjam lain;  
d.  Peminjam menerbitkan jaminan (guarantee) untuk mengambil alih dan  
atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban Peminjam lain dalam  
hal Peminjam lain tersebut gagal memenuhi kewajibannya  
(wanprestasi) kepada Bank;  
e.  Direksi, Komisaris, dan atau Pejabat Eksekutif Peminjam menjadi  
 (2)  Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah  
pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).   
  
BAB IV  
PERHITUNGAN BMPK   
Bagian Pertama  
Kredit   
Pasal 13  




kepada debitur.  
(2)  BMPK untuk Kredit dihitung berdasarkan baki debet.  
(3)  Debitur untuk pengambilalihan tagihan dalam rangka anjak piutang atau  
pembelian kredit dengan persyaratan tanpa janji untuk membeli kembali  
(without recourse) adalah pihak yang berkewajiban untuk melunasi piutang.  
(4)  Debitur untuk pengambilalihan dalam rangka anjak piutang atau pembelian  
kredit dengan persyaratan janji untuk membeli kembali (with recourse)  
adalah pihak yang menjual tagihan/kredit.  
(5)  Baki debet untuk pengambilalihan dalam rangka anjak piutang atau  
pembelian kredit dihitung berdasarkan harga beli.  
  
Bagian Kedua  
Surat Berharga  
Pasal 14  
Penyediaan Dana berupa Surat Berharga oleh Bank wajib memenuhi persyaratan  
sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.  
  
Pasal 15  
(1)  Penyediaan Dana berupa Surat Berharga ditetapkan sebagai Penyediaan  
Dana kepada penerbit Surat Berharga tersebut, kecuali ditetapkan tersendiri.   
(2)  BMPK untuk pembelian Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat  
(1) dihitung berdasarkan harga beli, kecuali ditetapkan tersendiri.  
  
Pasal 16  
(1)  Penyediaan Dana berupa Surat Berharga Yang Dibeli Dengan Janji Dijual  
Kembali ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada pihak yang menjual  
Surat Berharga.  




sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga beli.  
  
Pasal 17  
(1)  Penyediaan Dana berupa Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin  
dengan aset tertentu yang mendasari (underlying reference asset)   
ditetapkan sebagai berikut:   
a.  untuk Surat Berharga yang pembayaran kewajibannya terkait langsung  
dengan aset yang mendasari (pass through) dan tidak dapat dibeli  
kembali (non redemption) oleh penerbit ditetapkan sebagai Penyediaan  
Dana kepada Reference Entity;  
b.  untuk Surat Berharga yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana  
dimaksud pada huruf a ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada:    
1)  penerbit; dan  
2)  Reference Entity.  
  
 (2)  BMPK untuk Surat Berharga kepada  Reference Entity sebagaimana  
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b angka 2) dihitung secara  
proporsional  berdasarkan proporsi aset yang mendasari (underlying  
reference asset) dari masing-masing Reference Entity.   
(3)  BMPK untuk Surat Berharga kepada penerbit sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1) huruf b angka 1) dihitung berdasarkan harga beli.  
  
Bagian Ketiga  
Derivatif Kredit (Credit Derivative)  
Pasal 18  
Penyediaan Dana berupa derivatif kredit (credit derivative) ditetapkan sebagai  
berikut:  




instrumen serupa lainnya ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada  
Reference Entity.  
b.  untuk derivatif kredit (credit derivative) berupa total rate of return swap  
atau instrumen serupa lainnya ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada  
Reference Entity.  
c.  untuk derivatif kredit (credit derivative)  berupa credit linked notes atau  
instrumen serupa lainnya ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada:  
1)  Reference Entity; dan   
2)  penerbit credit linked notes.  
d.  untuk derivatif kredit (credit derivative) selain sebagaimana dimaksud pada  
huruf a, huruf b, dan huruf c, BMPK ditetapkan sesuai dengan risiko kredit  
yang melekat dari masing-masing instrumen derivatif kredit (credit  
derivative).   
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Bagian Keempat  
Tagihan Akseptasi  
Pasal 19  
(1)  Penyediaan Dana berupa Tagihan Akseptasi ditetapkan sebagai Penyediaan  
Dana kepada:  
a.  bank apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah bank lain; dan  
atau  
b.  debitur (applicant) apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah  
debitur.  
(2)  BMPK untuk Tagihan Akseptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
dihitung sebesar nilai wesel yang diaksep.  
  
Bagian Kelima  




Pasal 20  
(1)  Penyediaan Dana untuk Transaksi Rekening Administratif berupa jaminan  
(guarantee), letter of credit (L/C), standby letter of credit (SBLC), atau  
instrumen serupa lainnya  ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada  
pemohon (applicant).   
(2)  BMPK untuk Transaksi Rekening Administratif sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1) dihitung sebesar nilai yang telah diterbitkan (outstanding).  
(3)  Jaminan untuk Peminjam dan atau Kelompok Peminjam yang diterima  
Bank dari bank lain dan atau pihak lain tidak diperhitungkan sebagai  
pengurang Penyediaan Dana.  
Bagian Keenam  
Transaksi Derivatif  
Pasal 21  
(1)  Penyediaan Dana berupa transaksi derivatif yang berkaitan dengan suku  
bunga atau valuta asing ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada pihak  
lawan (counterparty).  
(2)  BMPK untuk transaksi derivatif sebagaimana dimaksud pada  ayat (1)  
dihitung berdasarkan risiko kredit transaksi derivatif.  
(3)  Risiko kredit transaksi derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri  
dari Tagihan Derivatif ditambah Potential Future Credit Exposure.  
(4)  Dalam menghitung nilai risiko kredit transaksi derivatif sebagaimana  
dimaksud pada  ayat (3), Bank dapat melakukan saling hapus (set-off)  
sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:  
a.  merupakan instrumen sejenis;   
b.  memiliki transaksi yang mendasari (underlying transaction) yang  
sejenis;  
c.  memiliki valuta yang sama;  




e.  mempunyai jangka waktu yang sama; dan  
f.  diatur dalam perjanjian para pihak (netting agreement) berdasarkan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
  
Bagian Ketujuh  
Penyertaan  
Pasal 22  
(1)  Penyediaan  Dana  berupa Penyertaan Modal ditetapkan sebagai Penyediaan   
Dana kepada perusahaan tempat Bank melakukan Penyertaan Modal  
(investee).  
(2)  BMPK untuk Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
dihitung berdasarkan harga perolehan.  
  
BAB V  
PELAMPAUAN BMPK  
Pasal 23  
(1)  Penyediaan Dana oleh Bank dikategorikan sebagai Pelampauan BMPK  
apabila disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:  
a.  penurunan Modal Bank;  
b.  perubahan nilai tukar;  
c.  perubahan nilai wajar;  
d.  penggabungan usaha dan atau perubahan struktur kepengurusan yang  
menyebabkan perubahan Pihak Terkait dan atau kelompok Peminjam;  
e.  perubahan ketentuan.  
(2)  Penentuan Peminjam dalam perhitungan Pelampauan BMPK dilakukan  
sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan  
Pasal 22.  






BAB VI  
PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN PELAMPAUAN BMPK  
Pasal 24  
(1)  Bank  wajib  menyusun  dan  menyampaikan  rencana  tindak  (action  plan)   
untuk penyelesaian Pelanggaran BMPK dan atau Pelampauan BMPK.  
(2)  Action plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling  
kurang langkah-langkah untuk penyelesaian Pelanggaran BMPK dan atau  
Pelampauan BMPK serta target waktu penyelesaian.  
(3)  Target waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan  
sebagai berikut:   
a.  untuk Pelanggaran BMPK, paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu)  
bulan sejak action plan disampaikan kepada Bank Indonesia.  
b.  untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan  
paling lambat 9 (sembilan) bulan sejak  action plan disampaikan  
kepada Bank Indonesia.  
c.  untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, ditetapkan paling lambat 12 (dua  
belas) bulan sejak action plan disampaikan kepada Bank Indonesia.  
d.  untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, ditetapkan paling lambat 18  
(delapan belas) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian action plan  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).  
(4)  Bank Indonesia dapat meminta Bank melakukan penyesuaian action plan  
yang disampaikan apabila menurut penilaian Bank Indonesia langkah- 




belum memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.   
  
Pasal 25  
(1)  Action  plan  untuk   Pelanggaran   BMPK   sebagaimana   dimaksud  dalam           
Pasal 24 harus diterima Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan sejak  
terjadinya Pelanggaran BMPK.  
(2)  Action plan untuk Pelampauan BMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
24 yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23  
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d harus diterima Bank Indonesia paling  
lambat 1 (satu) bulan setelah akhir bulan laporan.  
(3)  Action plan untuk Pelampauan BMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
24 yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23  
huruf e harus diterima Bank Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan sejak  
diberlakukannya ketentuan baru.  
  
Pasal 26  
(1)  Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan action plan masing-masing  
untuk Pelanggaran BMPK dan Pelampauan BMPK.  
(2)  Laporan pelaksanaan  action plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 14 (empat belas)  
hari kerja setelah realisasi action plan.  
  
BAB VII  
PENGECUALIAN  
Pasal 27  
(1)  Ketentuan BMPK dikecualikan untuk:  
a.  pembelian Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia  




yang berlaku.  
b.  bagian Penyediaan Dana yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia  
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan  
memenuhi persyaratan sebagai berikut:  
1)  jaminan bersifat tanpa syarat (unconditional)  dan tidak dapat  
dibatalkan (irrevocable);  
2)  harus dapat dicairkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja  
sejak diajukan klaim, termasuk pencairan sebagian;  
3)  mempunyai jangka waktu paling kurang sama dengan jangka  
waktu Penyediaan Dana; dan  
4)  tidak dijamin kembali (counter guarantee) oleh Bank penyedia  
dana atau bank yang bukan prime bank.  
c.  bagian Penyediaan Dana yang dijamin oleh:   
1)  agunan dalam bentuk agunan tunai berupa giro, deposito,  
tabungan, setoran jaminan dan atau emas;  
2)  agunan berupa Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah  
Indonesia dan atau Bank Indonesia,  
sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:  
a)  agunan diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari  
pemilik agunan  untuk keuntungan Bank penerima agunan,  
termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan  
angsuran pokok/bunga;  
b)  bersifat tanpa syarat (unconditional) dan tidak dapat dibatalkan  
(irrevocable);  
c)  jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud pada huruf a)  
paling kurang sama dengan jangka waktu Penyediaan Dana;  
d)  memiliki pengikatan hukum yang kuat (legally enforceable)  




dari sengketa, tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain,  
termasuk tujuan penjaminan yang jelas;   
e)  untuk agunan tunai sebagaimana dimaksud pada angka 1),  
disimpan atau ditatausahakan pada Bank penyedia dana atau pada  
prime bank.  
(2)  Bank wajib mengajukan klaim terhadap jaminan atau agunan yang diterima  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c paling lambat 7  
(tujuh) hari kerja sejak Peminjam wanprestasi (event of default).  
(3)  Peminjam dianggap wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  
apabila:  
a.  terjadi tunggakan pokok dan atau bunga dan atau tagihan lainnya  
selama 90 (sembilan puluh hari);   
b.  tidak diterimanya pembayaran pokok dan atau bunga dan atau tagihan  
lainnya pada saat Penyediaan Dana jatuh tempo; atau  
c.  tidak dipenuhinya persyaratan lainnya selain pembayaran pokok dan  
atau bunga yang dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi.  
  
Pasal 28  
Prime bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c angka 2)  
huruf e) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:  
a.  memiliki peringkat investasi yang diberikan oleh lembaga pemeringkat  
paling kurang:  
1)  BBB- berdasarkan penilaian Standard & Poors;  
2)  Baa3 berdasarkan penilaian Moody’s;  
3)  BBB- berdasarkan penilaian Fitch; atau  
4)  peringkat investasi setara dengan angka 1), angka 2), dan atau angka 3)  
berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat terkemuka lain yang  




berdasarkan penilaian terhadap prospek usaha jangka panjang (long term  
outlook) bank tersebut; dan  
b.  memiliki total aset yang termasuk dalam 200 (dua ratus) besar dunia  
berdasarkan informasi yang tercantum dalam banker’s almanac.  
  
Pasal 29  
Ketentuan BMPK dikecualikan untuk Penempatan sepanjang Penempatan  
tersebut termasuk dalam cakupan yang dijamin dan memenuhi syarat program  
penjaminan Pemerintah serta Bank tempat Penempatan memenuhi persyaratan  
program penjaminan Pemerintah.  
  
Pasal 30  
(1)  Dalam hal program penjaminan Pemerintah tidak meliputi Penempatan  
maka Penempatan merupakan komponen Penyediaan Dana yang  
diperhitungkan dalam BMPK.  
(2)  Dalam hal Penempatan tidak merupakan cakupan program penjaminan  
Pemerintah, maka bagian dari Penempatan berupa Penempatan kepada Bank  
lain di Indonesia melalui Pasar Uang Antar Bank (PUAB) untuk tujuan  
manajemen likuiditas dengan jangka waktu sampai dengan 14 (empat belas)  
hari dikecualikan dari ketentuan BMPK.  
Pasal 31  
(1)  Penyertaan Modal kepada bank lain di Indonesia dikecualikan dari  
ketentuan BMPK sepanjang Bank melakukan konsolidasi dengan bank  
penerima Penyertaan Modal (investee).  
(2)  Pengecualian Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:   
a.  Penyertaan Modal yang dilakukan mengakibatkan Bank wajib  




b.  Bank dan  investee bersedia memberikan  komitmen secara tertulis  
kepada Bank Indonesia untuk menerapkan pengawasan Bank dan  
investee secara individual maupun secara konsolidasi; dan  
c.  Penyertaan Modal memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam  
ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.  
(3)  Penyediaan Dana selain Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1) kepada  investee merupakan komponen Penyediaan Dana yang  
diperhitungkan dalam BMPK.  
Pasal 32  
Pengambilalihan (negosiasi) wesel ekspor berjangka dikecualikan dari  
perhitungan BMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 11  
sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:  
a.  wesel ekspor berjangka diterbitkan atas dasar  Letter of Credit (L/C)  
berjangka (Usance L/C) yang sesuai dengan Uniform Customs and Practice  
for Documentary Credits (UCP) yang berlaku; dan  
b.  telah diaksep oleh prime bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.  
  
Pasal 33  
(1)  Bagian Penyediaan Dana kepada Peminjam yang dijamin oleh prime bank  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikecualikan dari perhitungan  
BMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 11 sepanjang  
jaminan yang diberikan memenuhi persyaratan sebagai berikut:  
a.  berbentuk  standby letter of credit yang diterbitkan sesuai dengan  
Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) atau  
International Standby Practices (ISP) yang berlaku;  
b.  bersifat tanpa syarat (unconditional)  dan tidak dapat dibatalkan  
(irrevocable);  




diajukan klaim, termasuk pencairan sebagian;  
d.  mempunyai jangka waktu paling kurang sama dengan jangka waktu  
Penyediaan Dana; dan  
e.  tidak dijamin kembali (counter guarantee) oleh Bank penyedia dana  
atau bank yang bukan prime bank.  
(2)  Pengecualian dari perhitungan BMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
ditetapkan paling tinggi:  
a.  90% (sembilan puluh perseratus) dari Modal Bank untuk Penyediaan  
Dana kepada Pihak Terkait;  
b.  80% (delapan puluh perseratus) dari Modal Bank untuk Penyediaan  
Dana kepada 1 (satu) Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait;  
dan   
c.  75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Modal Bank untuk Penyediaan  
Dana kepada 1 (satu) kelompok Peminjam yang bukan merupakan  
Pihak Terkait.  
  
 
(3)  Bank wajib mengajukan klaim terhadap jaminan yang diterima sebagaimana  
dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peminjam  
wanprestasi (event of default).  
(4)  Peminjam dianggap wanprestasi (event of default) sebagaimana dimaksud  
pada ayat (3) apabila:   
a.  terjadi tunggakan pokok dan atau bunga dan atau tagihan lainnya  
selama 90 (sembilan puluh) hari;   
b.  tidak diterimanya pembayaran pokok dan atau bunga dan atau tagihan  
lainnya pada saat Penyediaan Dana jatuh tempo; atau  
c.  tidak dipenuhinya persyaratan lainnya selain pembayaran pokok dan  






Pasal 34  
Penempatan pada setiap prime bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak  
diperhitungkan dalam Batas Maksimum Pemberian Kredit dengan jumlah paling  
tinggi masing-masing sebesar Modal Bank.  
  
Pasal 35  
(1)  Bagian Penyediaan Dana kepada Peminjam yang dijamin oleh lembaga  
pembangunan multilateral dikecualikan dari perhitungan BMPK  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 11 sepanjang jaminan yang  
diberikan memenuhi persyaratan sebagai berikut:  
a.  Penyediaan Dana bertujuan untuk pembiayaan di Indonesia;   
b.  penjamin merupakan lembaga pembangunan multilateral yang  
ditetapkan Bank Indonesia; dan  
c.  jaminan yang diberikan memenuhi persyaratan sebagai berikut:  
1)  bersifat tanpa syarat (unconditional) dan tidak dapat dibatalkan  
(irrevocable);  
2)  harus dapat dicairkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja  
sejak diajukan klaim, termasuk pencairan sebagian;  
3)  mempunyai jangka waktu paling kurang sama dengan jangka  
waktu Penyediaan Dana; dan  
4)  tidak dijamin kembali (counter guarantee) Bank penyedia dana  
atau bank yang bukan prime bank.  
(2)  Pengecualian dari perhitungan BMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
ditetapkan paling tinggi:  
a.  90% (sembilan puluh perseratus) dari Modal Bank untuk Penyediaan  




b.  80% (delapan puluh perseratus) dari Modal Bank untuk Penyediaan  
Dana kepada 1 (satu) Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait;  
atau  
c.  75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Modal Bank untuk Penyediaan  
Dana kepada 1 (satu) kelompok Peminjam yang bukan merupakan  
Pihak Terkait.  
(3)  Bank wajib mengajukan klaim terhadap jaminan yang diterima sebagaimana  
dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peminjam  
wanprestasi (event of default).  
(4)  Peminjam dianggap wanprestasi (event of default) sebagaimana dimaksud  
pada ayat (3) apabila:  
a.  terjadi tunggakan pokok dan atau bunga dan atau tagihan lainnya  
selama 90 (sembilan puluh) hari;   
b.  tidak diterimanya pembayaran pokok dan atau bunga dan atau tagihan  
lainnya pada saat Penyediaan Dana jatuh tempo; atau  
c.  tidak dipenuhinya persyaratan lainnya selain pembayaran pokok dan  
atau bunga yang dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi (event of  
default).  
  
Pasal 36  
(1)  Penyertaan Modal Sementara untuk mengatasi kegagalan Kredit  
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku  
dikecualikan dari perhitungan BMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4  
dan Pasal 11 dan ketentuan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 8.  
(2)  Dalam hal terdapat Penyediaan Dana baru yang diberikan terhadap  
perusahaan dimana Bank melakukan Penyertaan Modal Sementara  




diperhitungkan dalam BMPK.   
  
Pasal 37  
Penggolongan kelompok Peminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12  
dikecualikan untuk pemberian Kredit kepada nasabah (end user) melalui lembaga  
pembiayaan  dengan metode penerusan (channeling) sepanjang memenuhi  
persyaratan sebagai berikut:  
a.  Bank melakukan pengawasan terhadap penilaian kelayakan yang dilakukan  
oleh lembaga pembiayaan terhadap nasabah lembaga pembiayaan                 
(end-user);  
b.  Kredit diberikan tanpa jaminan dari lembaga pembiayaan;  
c.  perjanjian Kredit dilakukan antara nasabah lembaga pembiayaan (end-user)  
dengan Bank atau dengan pihak yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas  
nama Bank; dan  
d.  pembayaran dari nasabah lembaga pembiayaan untuk keuntungan Bank.  
  
Pasal 38  
Pemberian Kredit dengan pola kemitraan inti-plasma dimana perusahaan inti  
menjamin Kredit kepada plasma dikecualikan dari pengertian kelompok  
Peminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sepanjang:  
a.  Kredit diberikan dengan pola kemitraan;  
b.  perusahaan inti bukan merupakan Pihak Terkait dengan Bank;   
c.  plasma bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki,  
dikuasai, atau berafiliasi dengan inti;  
d.  plasma memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan inti sebagai  
bagian dari produksi perusahaan inti; dan  
e.  perjanjian Kredit dengan plasma dilakukan oleh Bank  secara langsung  





Pasal 39  
Kredit kepada Pejabat Eksekutif Bank dikecualikan sebagai pemberian Kredit  
kepada Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 8  
sepanjang diberikan dalam rangka kesejahteraan sumber daya manusia Bank  
yang didasarkan pada kebijakan tunjangan dan fasilitas jabatan serta diberikan  
secara wajar.   
  
Pasal 40  
(1)  Penyediaan Dana Bank kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk  
tujuan pembangunan dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak  
ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari Modal  
Bank.  
(2)  Hubungan antara Bank yang berbentuk BUMN atau Badan Usaha Milik  
Daerah (BUMD) dengan Peminjam yang berbentuk  BUMN dan atau  
BUMD dikecualikan dari pengertian Pihak Terkait sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 8 sepanjang hubungan tersebut semata-mata disebabkan karena  
kepemilikan langsung Pemerintah Indonesia.  
(3)  Perusahaan-perusahaan BUMN dan atau BUMD tidak diperlakukan sebagai  
kelompok Peminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sepanjang  
hubungan tersebut semata-mata disebabkan karena kepemilikan langsung  
Pemerintah Indonesia.  
  
BAB VIII  
PELAPORAN  
Pasal 41  
(1)  Bank wajib menyampaikan laporan secara berkala dan benar kepada Bank  




(2)  Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1), termasuk sanksi pelaporan, mengacu kepada ketentuan Bank  
Indonesia yang berlaku tentang Laporan Berkala Bank Umum.  
(3)  Bank wajib menyesuaikan penyusunan Laporan Berkala Bank Umum untuk  
laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit sesuai dengan Peraturan Bank  
Indonesia ini.  
BAB IX 
BAB IX  
KETENTUAN LAIN  
Pasal 42  
(1)  Bank Indonesia berwenang melakukan koreksi terhadap pelaksanaan  
ketentuan BMPK oleh Bank.  
(2)  Bank wajib melakukan koreksi yang ditetapkan Bank Indonesia  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laporan Bank kepada Bank  
Indonesia dan laporan publikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang  
berlaku.   
  
Pasal 43  
(1)  Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini berlaku pula bagi  
Penyediaan Dana oleh Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan  
prinsip syariah.  
(2)  Definisi Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank  
Indonesia ini bagi Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip  
syariah, termasuk unit usaha syariah Bank konvensional, disesuaikan  
dengan ketentuan yang berlaku untuk Bank yang melakukan kegiatan usaha  
berdasarkan prinsip syariah.  
  





Pasal 44  
(1)  Bank yang melakukan Pelanggaran BMPK dan atau Pelampauan BMPK  
dikenakan sanksi penilaian tingkat kesehatan Bank sebagaimana diatur  
dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.  
 (2)  Bank yang menyampaikan action plan untuk Pelanggaran BMPK setelah  
batas akhir waktu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) sampai  
dengan 14 (empat belas) hari kerja setelah batas akhir waktu tersebut,  
dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp10.000.000,00  
(sepuluh juta rupiah) per hari kerja keterlambatan.   
(3)  Bank yang belum menyampaikan action plan untuk Pelanggaran BMPK  
setelah batas akhir waktu sebagaimana ditetapkan pada ayat (2), dikenakan  
sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus  
juta rupiah).  
(4)  Bank yang menyampaikan action plan untuk Pelampauan BMPK setelah  
batas akhir waktu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (2) atau            
ayat (3) sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja setelah batas akhir waktu  
tersebut, dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar  
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan.  
(5)  Bank yang belum menyampaikan action plan untuk Pelampauan BMPK  
setelah batas akhir waktu sebagaimana ditetapkan pada ayat (4), dikenakan  
sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh  
juta rupiah).  
(6)  Bank yang menyampaikan laporan pelaksanaan action plan setelah batas  
akhir waktu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 26 ayat (2) sampai dengan  
14 (empat belas) hari kerja setelah batas waktu tersebut, dikenakan sanksi  
berupa kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per  




(7)  Bank yang belum menyampaikan laporan pelaksanaan action plan setelah  
batas akhir waktu sebagaimana ditetapkan pada ayat (6), dikenakan sanksi  
berupa kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta  
rupiah).   
 (8)  Bank yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2  
ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 3, Pasal 5 ayat (1),  
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 7, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), dan  
Pasal 24 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif antara lain berupa:   
a.  teguran tertulis;  
b.  pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, pemegang saham  
dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam  
penilaian kemampuan dan kepatutan  sebagaimana diatur dalam  
ketentuan Bank Indonesia yang berlaku;  
c.  pembekuan kegiatan usaha tertentu.  
(9)  Bank yang  tidak menyelesaikan Pelanggaran BMPK dan/atau Pelampauan  
BMPK sesuai dengan action plan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24  
dan atau tidak melakukan atau tidak melaksanakan langkah penyelesaian   
sesuai koreksi yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana  dimaksud  
dalam Pasal 42 ayat (2), setelah diberi peringatan 2 (dua) kali oleh Bank  
Indonesia dengan tenggang waktu 1 (satu) minggu untuk setiap teguran,  
dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat  
(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana  
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, antara lain  
berupa:  
a.  pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, pemegang saham  
dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam  
penilaian kemampuan dan kepatutan  sebagaimana diatur dalam  




b.  pembekuan kegiatan usaha tertentu, antara lain tidak diperkenankan  
untuk ekspansi Penyediaan Dana; dan atau  
c.  larangan untuk turut serta dalam rangka kegiatan kliring.  
 (10) Bank yang tidak menyelesaikan Pelanggaran BMPK selain dikenakan  
sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), terhadap Dewan Komisaris,  
Direksi, pegawai Bank, pemegang saham maupun pihak terafiliasi lainnya  
dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2)  
huruf b, Pasal 50, dan Pasal 50 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992  
tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  
Nomor 10 Tahun 1998.  
  
Pasal 45  
(1)  Bank yang menyampaikan daftar rincian Pihak Terkait setelah batas akhir  
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sampai dengan             
14 (empat belas) hari kerja setelah batas akhir waktu tersebut dikenakan  
sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta  
rupiah) per hari keterlambatan.   
(2)  Bank yang belum menyampaikan daftar rincian Pihak Terkait setelah batas  
akhir waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi  
kewajiban membayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).  
  
BAB XI  
PENUTUP  
Pasal 46  
Definisi dan perlakuan terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit  
sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku disesuaikan  
dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.  




Ketentuan dalam Pasal 21 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia ini, khususnya  
mengenai penambahan  Potensial Future Credit Exposure dalam perhitungan  
risiko kredit transaksi derivatif, mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak  
ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia ini.   
Pasal 48  
Ketentuan pelaksanaan tentang BMPK akan diatur lebih lanjut dengan Surat  
Edaran Bank Indonesia.  
  
Pasal 49  
Dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini maka:  
a.  Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR tanggal  
31 Desember 1998 tentang Batas Maksimum Kredit Bank Umum;  
b.  Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/5/PBI/2000 tanggal 21 Februari 2000  
tentang Penyediaan Dana Oleh Bank Yang Dijamin Bank Lain (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 18, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3932); dan  
c.  Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/16/PBI/2000 tanggal 12 Juni 2000  
tentang Perubahan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor  
31/177/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998 tentang Batas Maksimum  
Pemberian Kredit Bank Umum  (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2000 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2000 Nomor 3973),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
Pasal 50  
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